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ABSTRAK 

 

Pengangkatan anak yang tidak memahami identitasnya sendiri merupakan isu 

kompleks yang memengaruhi dimensi sosial, psikologis, dan hukum. Fenomena ini 

muncul seiring meningkatnya jumlah anak yang membutuhkan perlindungan dan 

kepatuhan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang 

mengatur pekerja anak melalui ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang 

Pengecualian Pekerja Anak, implementasinya dalam praktik masih menghadapi 

berbagai tantangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses 

pengangkatan anak yang identitasnya tidak jelas dan mengidentifikasi 

permasalahan yang muncul selama implementasinya.   

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu 

pendekatan hukum yang memandu penelitian normatif dan empiris. Data diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di 

Pengadilan Negeri Demak. Tujuan analisis kualitatif-deskriptif adalah untuk 

menggambarkan situasi aktual dan menentukan efektivitas penerapan hukum 

terhadap anak tanpa memandang identitas mereka. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak saat ini 

sejalan dengan hukum positif yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

54 Tahun 2007 yang telah dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial 

Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, tetapi masih 

terdapat sejumlah masalah, termasuk panjang birokrasi, koordinasi antarinstansi 

yang buruk, penurunan biaya dan sumber daya, serta pemahaman masyarakat 

umum tentang proses pengangkatan anak. Akibat konflik internal, masalah 

psikologis dan emosional dapat muncul pada individu remaja maupun dewasa. 

Studi ini menyoroti pentingnya mematuhi prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" 

dan mengoordinasikan upaya antarorganisasi untuk mengembangkan sistem 

pengangkatan anak yang lebih efektif, mudah digunakan, dan dapat diandalkan. 

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak, Tidak Diketahui Identitas.   
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ABSTRACT 

 

The adoption of children who do not understand their own identity is a 

complex issue that impacts social, psychological, and legal dimensions. This 

phenomenon arises as the number of children in need of protection and legal 

compliance increases. Although Indonesia has laws regulating child labor through 

Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation No. 

54 of 2007 concerning Exceptions to Child Labor, their implementation in practice 

still faces various challenges. The purpose of this study is to analyze the adoption 

process of children whose identities are unclear and identify problems that arise 

during its implementation. 

This study uses a juridical-sociological approach, a legal approach that 

guides normative and empirical research. Data were obtained through library 

research and interviews with relevant parties at the Demak District Court. The 

purpose of this qualitative-descriptive analysis is to describe the actual situation 

and determine the effectiveness of law enforcement for children regardless of their 

identity. 

The study's findings indicate that the current adoption process aligns with 

positive law as stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007, which is 

further detailed in the Minister of Social Affairs Regulation No. 110 of 2009 

concerning Requirements for Adoption. However, several issues remain, including 

lengthy bureaucracy, poor inter-agency coordination, reduced funding and 

resources, and a general lack of public understanding of the adoption process. 

Internal conflicts can lead to psychological and emotional problems for both 

adolescents and adults. This study highlights the importance of adhering to the 

principle of "the best interests of the child" and coordinating efforts across 

organizations to develop a more effective, user-friendly, and reliable adoption 

system. 

 

Keywords: Legal Review, Child Adoption, Unknown Identity. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap umat manusia di muka bumi ini telah ditakdirkan untuk hidup 

berpasang-pasangan yang mana dapat dilakukan melalui pernikahan atau 

perkawinan. Di dalam suatu perkawinan atau pernikahan tersebut setiap 

pasangan akan menginginkan hadirnya keturunan atau seorang anak, karena 

anak merupakan amanah sekaligus karunia yang berasal dari Allah SWT, dan 

anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga yang telah 

diberikan oleh Allah SWT, yang mana harta kekayaan itu lebih berharga 

daripada harta kekayaan benda lainnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan 

negara, anak adalah masa depan, sehingga setiap anak berhak atas 

keberlangsungan hidupnya, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta 

berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasannya di dunia ini. 

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang 

tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, 

dan Indonesia sebagai Negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap 

hak anak yang secara eksplisit termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 

28B Ayat (1) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.  
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Masing-masing orang memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam cara 

untuk meneruskan keturunannya, yang tergantung dari budaya, agama, atau 

pandangan hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah 

untuk memperoleh keturunan dan untuk mempertahankan utuhnya ikatan 

perkawinan pasangan suami istri. Namun pada kenyataannya yang terjadi 

adalah tidak semua perempuan dapat memiliki keturunan, oleh karena itu salah 

satu alternatif untuk menyelamatkan perkawinan yang belum bisa memiliki 

keturunan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga ini adalah dengan 

cara melakukan pengangkatan anak.  

Perkawinan memegang peranan penting dalam keinginan untuk menjadi 

keluarga yang bahagia, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan yaitu 

memiliki anak. Namun, meskipun menikah ada beberapa kasus dimana anak 

tidak dilahirkan dan tidak adanya yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu, 

sebagai aturan, pasangan yang sudah lama tidak memiliki anak atau tidak bisa 

memiliki anak akan berfikir untuk melakukan pengangkatan anak.  

Dengan berlakunya Undang- undang Perkawinan di Indonesia, maka 

semua Masyarakat Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam kaitannya 

tentang perkawinan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal 

ini merupakan suatu bentuk kemajuan di Indonesia. Undang- undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
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tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal di 

bawah Tuhan Yang Maha Esa. 

Ajaran islam sendiri menganjurkan agara umat islam memiliki kewajiban 

untuk mendidik dan mengasuh anak- anak yang tidak mampu, miskin, dan 

terlantar. Namun tidak boleh hukumnya untuk memutuskan hubungan atau hak 

dengan orang tua kandung. Perhatian semacam itu harus didasarkan pada 

penyantunan semata-mata, sesuai dengan firman Allah. Dalam ajaran agama 

Islam, mengangkat anak disebut “Tabanni”.  

Pengangkatan anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pengangkatan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki 

kedudukan yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum antara orang 

tua angkat dan anak angkat. KHI menegaskan bahwa pengangkatan anak 

(tabbani) tidak menjadikan status nasab anak berubah, artinya anak angkat tetap 

memiliki hubungan hukum perdata dan nasab dengan orang tua kandungnya. 

Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan serta kepastian 

hukum dalam hal perwalian, nafkah, dan waris.  

Dasar hukum pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

terdapat pada Pasal 171 huruf (h) yang menjelaskan bahwa anak angkat adalah 

anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari dialihkan tanggung jawabnya kepada 

orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.1  

 
1 Enjellina, L., Permana, D., & Mustafa, U. 2025, Sistem Perwalian dan Anak Angkat dalam 

Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Prudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 

Vol. 7, No. 1, hlm. 45.  
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Hukum Islam membolehkan pengangkatan anak hanya jika:2 

1. Tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua 

biologis dan keluarga. 

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, 

melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian 

juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak 

angkatnya. 

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya 

secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/Alamat.  

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan 

terhadap anak angkatnya.  

 

Syarat pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mencangkup persyaratan untuk orang tua angkat, yaitu: 

1. Usia minimal 30-55 tahun 

2. Sehat jasmani dan Rohani 

3. Beragama sama 

4. Mampu secara ekonomi 

5. Berkelakuan baik. 

 

Dan ada juga persyaratan bagi anak yang akan di angkat yaitu:  

 
2 B. Bastian Tafal, 1989. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya 

di kemudian hari, (Jakarta:Rajawali), hlm, 45. 
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1. Persetujuan anak apabila ia sudah mampu untuk menyampaikan 

pendapatnya. 

2. Memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung atau wali sah anak.  

 

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa asas pengangkatan anak 

menurut hukum Islam adalah membesarkan anak dengan tujuan agar mereka 

tidak terlantar dan mendapatkan kesejahteraan hidupnya dan mendapatkan hak-

hak nya sebagai manusia dalam tumbuh kembangnya.  

Terdapat juga firman Allah SWT yang menerangkan tentang 

Pengangkatan Anak yaitu ada di dalam Al-Qur’an Surat Al- Azhab Ayat 5 yang 

berbunyi :  

نْدَ اللّٰه  ۚ  مْ ه وَ اقَْسَط  ع  بَاۤىِٕه  ٰ نَاحٌ ف يْآْ ا دْع وْه مْ لَ  يْن  وَمَوَال يْك مْ ۗوَليَْسَ عَليَْك مْ ج  ا اٰبَاۤءَه مْ فاَ خْوَان ك مْ ف ى الد   وْْٓ فَا نْ لَّمْ تعَْلمَ   

 

يْمًا  ح  دتَْ ق ل وْب ك مْ ۗوَكَانَ اللّٰه  غَف وْرًا رَّ ا تعَمََّ نْ مَّ  اخَْطَأتْ مْ ب هٖ وَلٰك 

 

Artinya : Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak 

mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui 

bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu 

seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu 

khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.3 

 

Menurut hukum perdata, pengertian Pengangkatan Anak adalah suatu 

proses sosial dan hukum, yang menetapkan hubungan kekeluargaan antara 

orang yang tidak berhubungan darah untuk menjadikan anak angkat sebagai 

anak sendiri, memberikan hak dan kewajiban seperti anak kandung kepada 

orang tua angkat, namun dilakukan dengan Keputusan pengadilan. Proses ini 

mengalihkan hak dan tanggung jawab perawatan, Pendidikan, dan 

 
3 QS. Al- Azhab: 5 
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membesarkan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat demi 

kepentingan terbaik anak.  

Pengangkatan anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat 

kediaman calon orang tua angkat.4 Selain itu, pasal ini juga menyebutkan bahwa 

pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan Pengangkatan Anak jika 

memenuhi syarat dan prasyaratan yang ditentukan. Selain itu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga mengatur tentang Pengangkatan 

anak yaitu terdapat di Pasal 256 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang 

melakukan pengangkatan anak dapat menjadi orang tua angkat anak dengan 

cara pengangkatan anak. Selain itu, pasal 259 KUH Perdata juga mengatur 

bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau 

seorang perempuan yang belum menikah. 

Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara khusus telah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

pengangkatan anak yang merupakan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejauh ini kedua peraturan tersebut 

telah menjadi payung hukum pengangkatan anak, akan tetapi walaupun aturan 

tersebut telah mengatur dengan baik yang menjadi kendala saat ini adalah 

peraturan mengenai pengangkatan anak belum sepenuhnya tersosialisasi 

 
4 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 55  
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dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya banyak kasus pengangkatan 

anak tanpa prosedur hukum yang telah ditetapkan.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan 

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan 

bahwa tujuan dan motivasi dalam pengangkatan anak hanya dapat dilakukan 

untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, maka terbitlah kebijakan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak. Ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 pasal 12 telah menyebutkan bahwa anak yang hendak dijadikan anak 

angkat harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:  

a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;  

b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan; 

c) Berada dalam asuhan keluarga atau Lembaga pengasuhan anak; 

d) Memerlukan perlindungan khusus; 

 

Berkaitan dengan umur anak, ada beberapa pembagian sebagai berikut: 

a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 

b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua 

belas), sepanjang ada alas an mendesak; 

c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum 18 (delapan 

belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus; 

Di era kontemporer ini, isu pengangkatan anak semakin mendapat 

perhatian di berbagai belahan dunia. Menurut data yang dirilis UNICEF, 

diperkirakan 140 juta anak di seluruh dunia membutuhkan keluarga, banyak di 
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antaranya tidak mengetahui identitas orang tua kandung mereka.5 Fenomena ini 

mencerminkan tantangan sosial yang kompleks, dengan banyak anak terpaksa 

hidup dalam kondisi yang kurang ideal, seperti di panti asuhan atau di jalanan. 

Di Indonesia, data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak yang 

terdaftar di panti asuhan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga 

menciptakan kebutuhan mendesak akan solusi permanen seperti pengangkatan 

anak. 6  Namun, proses pengangkatan anak di Indonesia masih menghadapi 

berbagai tantangan hukum dan sosial yang memerlukan penelitian lebih lanjut.  

Di tingkat lokal, fenomena pengangkatan anak di Indonesia menghadapi 

sejumlah tantangan yang lebih spesifik. Banyak anak memiliki orang tua 

kandung yang tidak jelas, baik karena penelantaran, maupun kelahiran dari 

hubungan di luar nikah. Di beberapa daerah, seperti Jakarta dan Surabaya, 

sebagian besar anak tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen identitas 

lainnya7. Situasi ini mempersulit proses pengangkatan anak, karena persyaratan 

hukum untuk pengangkatan anak seringkali mensyaratkan bukti identitas orang 

tua kandung. Lebih lanjut, stigma sosial yang melekat pada anak dengan orang 

tua kandung yang tidak jelas juga menghambat keluarga yang tertarik untuk 

mengangkat anak. Keterbatasan informasi tentang prosedur pengangkatan anak 

semakin memperburuk situasi ini, sehingga banyak keluarga enggan 

berpartisipasi dalam proses pengangkatan anak. 

 
5 UNICEF. (2021). The State of the World’s Children 2021. 
6 Kementrian Sosial, 2022. 
7 Badan Pusat Statistik. (2023). Data Anak Tidak Terdaftar. 

 



 

9 

Masalah pengangkatan anak di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sejak 

zaman dahulu telah dilakukan praktik pengangakatan anak dengan cara dan 

motivasi yang berbeda- beda, sesuai dengan system hukum yang berkembang 

di daerah yang bersangkutan.  

Dalam hukum, anak tanpa identitas orang tua masuk dalam kategori anak 

terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat 

dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Negara berkewajiban untuk memberikan 

status hukum dan perlindungan kepada anak-anak dalam kategori ini, baik 

melalui pencatatan sipil maupun pengasuhan alternatif seperti pengangkatan 

anak yang dilakukan melalui proses hukum yang sah. Keberadaan anak tanpa 

identitas orang tua merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat, dan lembaga sosial, agar hak-hak anak tersebut tetap terjamin 

sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku.8 

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan 

dalam praktik pengangkatan anak. Meskipun terdapat keinginan kuat untuk 

menyediakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang membutuhkan 

keluarga, prosesnya seringkali terhambat oleh peraturan yang rumit dan 

terbatasnya informasi mengenai prosedur pengangkatan anak. Situasi ini 

 
8 Sirait, S.C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak 

Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. De Lega Lata: Jurnal 

Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 158–182. 
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semakin rumit karena kurangnya pemahaman publik tentang urgensi 

pengangkatan anak dan stereotip negatif tentang anak-anak yang orang tuanya 

tidak diketahui9 . Akibatnya, banyak anak yang tetap tinggal di panti asuhan 

tanpa kesempatan untuk menemukan keluarga tetap. Situasi ini menciptakan 

siklus masalah yang rumit, di mana anak-anak terus mengalami marginalisasi 

dan kehilangan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan 

penuh kasih sayang. 

 Meskipun banyak penelitian tentang pengangkatan anak telah dilakukan, 

masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam studi anak-anak yang orang 

tuanya tidak diketahui. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada 

dimensi hukum dan administratif, sementara permasalahan sosial dan 

psikologis yang dialami anak-anak ini belum mendapat perhatian serius 10 . 

Selain itu, penelitian yang ada seringkali mengabaikan konteks lokal yang 

secara signifikan memengaruhi proses pengangkatan anak. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan ini dengan memberikan 

analisis yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam 

pengajuan pengangkatan anak di Indonesia. Diharapkan hasilnya akan 

memberikan masukan yang bermakna untuk mengembangkan kebijakan 

pengangkatan anak yang lebih inklusif dan selaras dengan kebutuhan anak.  

 
9 Sari, R. (2022). Stigma Sosial terhadap Anak yang Diadopsi. Jurnal Sosial dan Budaya, Vol. 10, 

No.3, hlm. 112-125. 
10 Halim, A. (2021). Analisis Hukum Adopsi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12 

No. 1, hlm. 45-60. 
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Permasalahan muncul ketika anak yang akan diangkat tidak diketahui 

secara jelas identitas orang tuanya. Anak-anak dalam situasi seperti ini biasanya 

ditemukan dalam kondisi terlantar, ditinggalkan, atau tanpa adanya dokumen 

jelas yang memadai. Lalu apakah dalam hukum di Indonesia memperbolehkan 

untuk mengangkat anak atau melakukan pengangkatan anak yang tidak 

diketahui asal-usul orang tuanya?  

Pada prinsipnya, anak yang tidak diketahui latar belakang keluarganya 

tetap dapat diangkat menjadi anak angkat, dengan syarat anak tersebut terbukti 

tidak memiliki pengasuhan yang memadai dan semua prosedur dilakukan sesuai 

dengan hukum. Peraturan Indonesia memperbolehkan pengangkatan anak jenis 

ini, asalkan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, melalui lembaga yang 

berwenang, dan disetujui oleh pengadilan. Tahapannya dimulai dengan 

pendataan oleh Dinas Sosial, penetapan resmi sebagai anak terlantar, 

pengasuhan sementara di panti asuhan, kemudian calon orang tua angkat 

mengajukan permohonan pengangkatan anak, disertai rekomendasi dari instansi 

terkait dan laporan penelitian sosial. Jika pengadilan mengabulkan permohonan 

tersebut, maka status anak sebagai anak angkat pun resmi. Oleh karena itu, 

penting untuk memahami secara menyeluruh prosedur ini beserta akibat 

hukumnya, termasuk hak-hak sipil, kedudukan hukum dengan keluarga angkat, 

dan status pencatatan sipil, agar anak tersebut memperoleh perlindungan 

sepenuhnya dan keluarga angkat memperoleh kepastian hukum11. 

 
11 Marchanida Firly Nabila, 2025, Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak 

Diketahui Dengan Jelas Orang Tuanya, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.2, 

hlm. 259.  
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Ketertarikan penulis pada topik ini berawal dari pengalaman langsung 

menyaksikan berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik pengangkatan 

anak di masyarakat. Penulis meyakini bahwa setiap anak berhak mendapatkan 

kasih sayang dan lingkungan keluarga yang suportif, terlepas dari asal-usulnya. 

Dari perspektif akademis, penelitian mengenai isu ini penting karena dapat 

memperkaya pemahaman tentang aspek sosial dan hukum terkait proses 

pengangkatan anak di Indonesia12 . Temuan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi 

perlindungan anak. Dengan mengidentifikasi berbagai hambatan yang ada, 

diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih tepat untuk memperbaiki 

mekanisme pengangkatan anak di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan saran-saran konstruktif 

untuk memperbaiki regulasi pengangkatan anak di Indonesia, khususnya terkait 

anak-anak yang tidak memiliki orang tua kandung. Dengan adanya penelitian 

ini yang memiliki, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada 

pengembangan teori dan praktik perlindungan anak, sekaligus meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pengangkatan anak. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi 

anak-anak yang membutuhkan dan mendorong lebih banyak keluarga untuk 

menerima mereka. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

 
12 Pratiwi, S. (2023). Perlindungan Anak dalam Proses Adopsi. Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 5 

No. 2, hlm. 78-90. 
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langkah awal menuju perubahan positif dalam sistem pengangkatan anak di 

Indonesia.  

Oleh karena itu dengan dilatar belakangi uraian diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Tinjauan Yuridis Prosedur dan Problematika Terhadap Anak Yang 

Diangkat Dengan Tidak Diketahui Identitas Orang Tua Kandungnya 

(Studi di Pengadilan Negeri Demak)” 

 

B. Perumusan Masalah  

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul beberapa masalah:  

1. Bagaimana prosedur permohonan pengangkatan anak yang tidak memiliki 

identitas orang tua kandungnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Demak? 

2. Bagaimana problematika terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui 

identitasnya dan bagaimana solusinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Demak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain:  

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur permohonan pengangkatan 

anak yang mana tidak diketahui identitas orang tuanya sesuai dengan 

penetapan Pengadilan Negeri Demak 
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2. Untuk mengetahui dan memahami problematika dalam permohonan 

pengangkatan anak apabila anak tersebut tidak memiliki orang tua kandung 

dengan wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Demak  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Setiap orang melakukan penelitian memiliki tujuan 

yang ingin dicapai. Setelah merumuskan manfaat yang akan didapatkan. 

Penelitian yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi peneliti, 

pembaca, serta masyarakat luas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

Selain itu peneliti juga perlu mengkaji semua yang ditelitinya. 13 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memenuhi 

persyaratan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum untuk menambah wawasan serta 

juga bisa digunakan sebagai kajian bagi kalangan hukum dalam 

mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan perdata khususnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat  

Untuk mengedukasi Masyarakat bagaimana permohonan 

pengangkatan anak terjadi dan proses yang akan dijalani bagi 

 
13  Marwiyanti, 2015, Kegunaan Penelitian, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 5, No. 1, hlm. 1 
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Masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak teìtapi tidak 

dikeìtahui ideìntitas orang tua kandung anak teìrseìbut.  

b. Bagi Mahasiswa  

Untuk meìmbeìrikan peìngeìtahuan teìrhadap mahasiswa bagaimana 

proseìs dan probleìmatika dalam peìrmohonan peìngangkatan anak yang 

tidak dikeìtahui ideìntitas orang tua aslinya.  

 

E. Terminologi  

Teìrminologi meìmbeìrikan arti dari kata-kata yang teìrdapat pada judul 

skripsi diatas deìngan meìmpeìrhatikan keìteìntuan umum peìraturan peìrundang- 

undangan yang teìrkait, buku reìfeìreìnsi, dan Kamus Bahasa.  

1. Tinjauan Yuridis  

Tinjauan yuridis beìrasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan 

beìrasal dari kata “tinjau” yang artinya meìmpeìlajari deìngan ceìrmat. 

Seìdangkan arti dari kata “Yuridis” meìnurut Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia 

adalah meìnurut hukum; seìcara hukum.14 Meìnurut kamus hukum, “Yuridis” 

beìrasal dari kata “Yuridisch” yang beìrarti meìnurut hukum atau dari seìgi 

hukum.15 deìngan arti lain adalah beìrarti seìgala hal yang meìmiliki sifat atau 

aspeìk hukum, beìrkaitan deìngan hukum, atau meìnurut hukum. istilah ini 

meìrujuk pada dasar hukum yang sah dan meìngikat suatu peìraturan atau 

 
14 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 
15  M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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tindakan, dan seìring digunakan dalam analisis atau kajian yang 

beìrlandaskan hukum dan peìrundang-undangan. 

2. Proseìdur dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI) adalah tahap 

keìgiatan untuk meìnyeìleìsaikan suatu aktivitas atau meìtodeì alam 

meìmeìcahkan suatu masalah.16 

3. Probleìmatika dalam Kamus Beìsar Bahasa Indoneìsia adalah; hal-hal yang 

masih meìnimbulkan suatu masalah yang masih beìlum dapat di peìcahkan.17 

4. Peìngangkatan Anak adalah untuk meìngambil keì dalam keìluarga seìseìorang 

(anak dari orang tua lain), teìrutama akibat peìrbuatan hukum formal. Hal ini 

juga dapat beìrarti Tindakan hukum meìngasumsikan orang tua seìorang anak 

yang bukan milik seìndiri.18 

5. Anak yang tidak meìmiliki ideìntitas adalah anak yang asal-usulnya tidak 

teìrideìntifikasi, teìrmasuk orang tua kandung, teìmpat lahir, atau status 

hukumnya, tidak dikeìtahui. Kondisi ini biasanya meìmeìngaruhi anak 

teìrlantar, anak yang diteìlantarkan saat lahir, atau anak yang lahir di luar 

nikah yang tidak diakui oleìh orang tuanya. Anak tak teìrideìntifikasi 

seìringkali tidak meìmiliki dokumeìn ideìntitas reìsmi seìpeìrti akta keìlahiran, 

yang beìrdampak pada hak meìreìka atas peìndidikan, peìrawatan keìseìhatan, 

dan peìrlindungan hukum.19 

 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia  
17 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2005, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm 

896. 
18 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan Area, “Apa Itu Adopsi Anak” 

https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/ diakses tanggal 9 September 2025 pkl. 18.26.  
19 Fitriani, N., & Setyawati, T. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui 

asal usulnya. Jurnal Ilmu Hukum,  Vol. 8 No. 2, hlm. 145. 

https://mh.uma.ac.id/apa-itu-adopsi-anak/
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F. Metode Penelitian  

1. Meìtodeì Peìndeìkatan Peìneìlitian  

Dalam peìneìlitian ini peìnulis meìnggunakan meìtodeì peìndeìkatan 

Yuridis-Sosiologis yaitu meìrupakan peìneìlitian hukum yang meìnggunakan 

data seìkundeìr seìbagai data awalnya, yang keìmudian dilanjutkan data primeìr 

atau data lapangan, meìneìliti eìfeìktivitas suatu Undang-undang dan 

peìneìlitian yang ingin meìncari koreìlasi antara beìrbagai geìjala atau variableì 

seìbagai alat peìngumpul datanya teìrdiri dari studi, peìngamatan (obseìrvasi), 

dan wawancara (inteìrvieìw) yang beìrkaitan deìngan Tinjauan Yuridis 

Peìrmohonan dan Probleìmatika Peìngangkatan Anak Yang Tidak Dikeìtahui 

Ideìntitas Orang Tuanya.  

2. Speìsifikasi Peìneìlitian  

Speìsifikasi peìneìlitian yang digunakan dalam peìneìlitian ini adalah 

deìskriptif, yaitu meìnggambarkan situasi atau objeìk yang teìrjadi dalam 

keìadaan seìbeìnarnya, seìcara sisteìmatis dan karakteìristik dari subyeìk atau 

objeìk yang diteìliti seìcara akurat, teìpat, dan seìsuai deìngan keìjadian yang 

seìbeìnarnya meìngeìnai peìngangkatan anak.  

3. Sumbeìr Data Peìneìlitian  

Dalam peìneìlitian skripsi ini digunakan data seìbagai beìrikut: 

a. Data Primeìr meìrupakan data yang dipeìroleìh seìcara langsung dari 

sumbeìr aslinya meìlalui salah satu upaya wawancra langsung deìngan 
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Paniteìra Muda Hukum Peìngadilan Neìgeìri Deìmak, yaitu Bapak Ngabdul 

Ngayiz .SH.  dalam beìntuk teìrtulis.20 

b. Data Seìkundeìr meìrupakan sumbeìr data peìneìlitian yang dipeìroleìh 

meìlalui meìdia peìrantara atau seìcara tidak langsung yang beìrupa buku, 

catatan, bukti yang teìlah ada. 21 

 

Data seìkundeìr dalam peìneìlitian ini dikeìlompokkan meìnjadi 3, yaitu:  

1) Bahan Hukum Primeìr  

Meìnurut Marzuki, P. M. bahan hukum primeìr adalah seìgala sumbeìr 

hukum yang beìrsifat otoritatif, artinya meìmiliki keìkuatan hukum yang 

meìngikat seìcara langsung. Dalam hal ini bahan hukum primeìr adalah 

teìrdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peìraturan 

peìmeìrintah, putusan peìngadilan, traktat, maupun dokumeìn reìsmi neìgara 

yang meìngandung norma hukum. 22  Dalam pnulisan ini peìnulis 

meìnggunakan peìraturan- peìraturan seìbagai beìrikut:  

a. Al- Qur’an  

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak. 

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan Anak. 

d. Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007 Teìntang Peìlaksanaan 

Peìngangkatan Anak. 

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 Huruf H 

 
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2017, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, 

Raja Garindo Persada, Jakarta, hlm.12.  
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 2016, R & D (Bandung: Alfabeta) hlm. 137.  
22 Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 
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f. Putusan Peìngadilan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Mks. 

g. Putusan Peìngadilan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrj 

2) Bahan Hukum Seìkundeìr  

Yaitu seìgala beìntuk liteìratur yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan, 

komeìntar, analisis, atau inteìrpreìtasi teìrhadap bahan hukum primeìr. 

Bahan hukum seìkundeìr tidak meìmiliki keìkuatan meìngikat seìcara 

langsung, teìtapi digunakan unutk meìmpeìrdalam peìmahaman, dan 

meìmbantu peìneìliti dalam meìngkaji dan meìneìrapkan hukum. yang mana 

dalam peìneìlitian peìnulisan skrispsi ini bahan seìkundeìr yang digunakan 

adalah: buku reìfeìreìnsi hukum, Makalah-makalah, Artikeìl Jurnal 

Hukum/ Artikeìl Jurnal Ilmiah, Laporan Peìneìlitian Hukum, Skripsi, dan 

Karya Ilmiah yang lainnya dan dokumeìn yang teìrkait deìngan peìneìlitian 

ini.  

3) Bahan Hukum Teìrsieìr  

Yaitu data atau bahan-bahan yang meìmbeìrikan peìtunjuk atau 

peìnjeìlasan teìrhadap bahan hukum primeìr dan bahan hukum seìkundeìr. 

Bahan hukum teìrsieìr yang digunakan dalam peìneìlitian ini meìliputi: 

kamus atau eìnsiklopeìdia yang meìmbeìrikan Batasan peìngeìrtian seìcara 

eìtimologi atau arti kata seìcara grmatikal unutk istilah-istilah teìrutama 

data seìkundeìr.23 

 

 

 
23 Op.Cit, hlm. 13. 
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4. Meìtodeì Peìngumpulan Data  

Dalam peìnyusunan skripsi ini meìtodeì peìngumpulan datanya adalah 

seìbagai beìrikut :  

a. Data primeìr  

1) Obseìrvasi  

Obseìrvasi meìrupakan meìtodeì peìngumpulan data meìlalui 

peìngamatan langsung di lapangan atau lokasi peìneìlitian. Deìngan 

cara meìlakukan obseìrvasi kita akan meìneìmukan gambaran yang 

jeìlas meìngeìnai topik yang kita angkat, dan juga akan meìndapatkan 

peìtunjuk- peìtunjuk dan data yang konkrit, dalam hal ini teìrjadinya 

inteìraksi langsung antara peìneìliti deìngan pihak-pihak yang 

beìrsangkutan deìngan proseìs peìneìlitian yang akan wawancara 

deìngan Paniteìra Muda Hukum dari Peìngadilan Neìgeìri Deìmak, yang 

akan dilakukan di Peìngadilan Neìgeìri Deìmak yaitu beìrlokasi di Jl. 

Sultan Treìnggono No.27, Gandum, Karangreìjo, Keìc. Wonosalam, 

Kabupateìn Deìmak, Jawa Teìngah 59571. 

2) Wawancara  

Wawancara yaitu meìtodeì peìngumpulan data atau informasi 

yag dilakukan meìlalui tanya jawab seìcara langsung antara 

peìwawancara dan narasumbeìr. Dalam wawancara, peìwawancara 

meìngajukan peìrtanyaan yang teìlah disiapkan atau beìrkeìmbang 

seìsuai situasi. Wawancara meìrupakan tahap teìrpeìnting untuk 

meìndapatkan informasi yang leìbih akurat dan reìleìvan. Di dalam 
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proseìs ini wawancara akan dilakukan oleìh peìnulis teìrhadap staff  di 

Peìngadilan Neìgeìri Deìmak seìbagai narasumbeìrnya yaitu Paniteìra 

Muda Hukum Peìngadilan Neìgeìri Deìmak, yaitu Bapak Ngabdul 

Ngayiz .SH. yang akan meìmbeìrikan jawaban beìrdasarkan 

peìngeìtahuan, peìngalaman, atau pandangannya. 

b. Data Seìkundeìr  

1) Studi Keìpustakaan  

Studi Keìpustakaan diartikan seìbagai Langkah untuk 

meìmpeìroleìh informasi dari peìneìlitian. Studi Pustaka meìrupakan 

teìhnik peìngumpulan data deìngan cara meìneìlaah buku-buku, jurnal, 

atau liteìratur lainnya yang beìrhubungan deìngan topik peìneìlitian. 

Dalam peìncarian teìori teìrkait, peìneìliti akan meìngumpulkan 

informasi yang leìngkap dan seìbanyak-banyaknya dari keìpustakaan 

yang beìrhubungan. Sumbeìr-sumbeìr keìpustakaan dapat dipeìroleìh 

dari: buku, jurnal, majalah, atau sumbeìr lainnya (inteìrneìt).  

5. Lokasi Peìneìlitian  

Dalam peìneìlitian ini peìnulis meìlakukan peìneìlitian di Peìngadilan 

Neìgeìri Deìmak yaitu beìrlokasi di Jl. Sultan Treìnggono No.27, Gandum, 

Karangreìjo, Keìc. Wonosalam, Kabupateìn Deìmak, Jawa Teìngah 59571. 

6. Analisis Data Peìneìlitian  

Data yang teìrkumpul keìmudian akan dilakukan peìngumpulan data 

deìngan cara meìmeìriksa keìleìngkapan, keìjeìlasan, dan keìbeìnaran dari data 

yang teìlah teìrkumpul keìmudian dilakukan peìmilahan data deìngan cara 
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meìmeìriksa Keìmbali keìleìngkapan, keìjeìlasan, dan keìbeìnaran dari data yang 

sudah teìrkumpul deìngan deìmikian data akan teìrhindar dari keìkeìliruan dan 

keìsalahan kareìna sudah dilakukan peìneìlitian Keìmbali. Data yang dipeìroleìh 

dari beìrbagai sumbeìr dari studi Pustaka, wawancara, seìrta dokumeìn-

dokumeìn dari Peìngadilan Neìgeìri Deìmak akan dianalisis seìcara kualitatif. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Bab I   : PENDAHULUAN  

Meìrupakan uraian yang beìrisi teìntang Latar Beìlakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Peìneìitian, Manfaat 

Peìneìlitian, Teìrminologi, Meìtodeì Peìneìlitian, Jadwal 

Peìneìlitian, dan Sisteìmatika Peìneìlitian.  

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Meìrupakan uraian yang beìrisi Teìntang Tinjauan Umum 

Teìntang Anak, yaitu meìliputi: Peìngeìrtian Anak, Macam-

macam Anak. Tinjauan umum Teìntang Anak Angkat, yaitu 

meìliputi: Peìngeìrtian Anak Angkat, Hak dan Keìwajiban 

Anak Angkat. Tinjauan Umum Teìntang Peìngangkatan 

Anak, yaitu meìliputi: peìngeìrtian Peìngangkatan Anak, 

Peìngangkatan Anak yang tanpa diseìrati Ideìntitas Orang 

Tuanya, dan Syarat-syarat Peìngangkatan Anak. Tinjauan 

Umum Teìntang Peìngangkatan Anak Dalam Peìrspeìktif 

Hukum Islam.  



 

23 

Bab III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Meìrupakan uraian yang beìrisi teìntang: Bagaimana 

proseìdur peìrmohonan dan syarat-syarat peìngangkatan 

anak yang tidak dikeìtahui ideìntitas orang tua kandungnya 

di Peìngadilan Neìgeìri Deìmak, apa peìrtimbangan dalam 

meìneìtapkan peìngangkatan anak, apa probleìmatika 

peìngangkatan anak dan solusinya. 

Bab IV  : PENUTUP  

Dalam bab ini beìrisi Keìsimpulan dan saran  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak  

1. Pengertian Anak  

Seìcara umum dikatakan anak adalah seìorang yang dilahirkan dari 

peìrkawinan antara seìorang peìreìmpuan deìngan seìorang laki-laki deìngan 

tidak meìnyangkut apabila teìlah dilahirkan dari wanita yang beìlum 

meìlakukan peìrnikahan teìtap juga diseìbut seìbagai anak. Dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan Anak meìnyatakan anak 

adalah seìseìorang yang beìlum beìrusia 18 tahun, teìrmasuk anak yang ada di 

dalam kandungan.24 Peìngeìrtian anak dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu seìcara teìrminology dan eìtimologi beìrikut:  

a. Peìngeìrtian anak seìcara eìtimologi 

Seìcara eìtimologis, kata “anak” dalam Bahasa Indoneìsia beìrasal 

dari kata yang beìrarti seìseìorang yang masih keìcil atau beìlum deìwasa, 

baik seìcara jasmani maupun seìcara budaya dan hukum. dalam Kamus 

Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), anak diartikan seìbagai keìturunan 

keìdua atau manusia keìcil (bukan deìwasa) yang masih dalam proseìs 

peìrtumbuhan fisik, meìntal, dan eìmosional. Dalam konteìks keìluarga, 

anak juga meìrupakan tanggungan dari orang tua yang peìrlu diurus dan 

dibeìsarkan deìngan baik.25  

 
24 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  
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b. Peìngeìrtian anak seìcara teìrminologi 

Seìcara teìrminology, anak meìrujuk keìpada individu yang seìdang 

beìrada dalam masa peìrkeìmbangan dan beìlum meìncapai keìdeìwasaan. 

Dalam psikologi, anak adalah manusia laki-laki atau peìreìmpuan yang 

beìlum meìncapai tahap deìwasa seìcara fisik dan meìntal, biasanya 

teìrmasuk seìjak usia bayi hingga masa seìkolah dasar bahkan hingga 

reìmaja. 26  Anak juga bisa diartikan seìbagai keìturunan langsung dari 

orang tua. 

c. Peìngeìrtian anak seìcara hukum di Indoneìsia  

Meìnurut hukum di Indoneìsia, anak dideìfinisikan beìrdasarkan 

usia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan 

Anak meìnyatakan bahwa anak adalah seìseìorang yang beìrusia dibawah 

18 tahun teìrmasuk yang masih didalam kandungan.  Meìnurut hukum 

peìrdata anak diartikan meìnurut beìrbagai aspeìk keìpeìrdataan yang ada 

pada anak seìbagai seìseìorang subjeìk hukum yang beìlum mampu. 27 

Aspeìk-aspeìk teìrseìbut adalah status beìlum deìwasa (batas usia) seìbagai 

subjeìk hukum. Meìnurut keìteìntuan pasal 330 Kitab Undang-Undang 

Hukum Peìrdata, peìngeìrtian anak atau orang yang beìlum deìwasa adalah 

seìbagai beìrikut 28 :  

 
26 Wikipedia bahasa Indonesia ‘Anak’ https://id.wikipedia.org/wiki/Anak diakses pada tanggal 12 

September 2025  
27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
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“Beìlum deìwasa adalah seìseìorang yang beìlum meìncapai umur 

geìnap 21 (dua puluh satu) tahun danbeìlum peìrnah meìlangsungkan 

peìrnikahan. Apabila seìseìorang yang beìlum meìncapai umur 21 

(dua pulu satu) tahun teìlah kawin, dan peìrkawinan itu dibubarkan 

seìbeìlum umurnya geìnap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak 

keìmbali lagi keìkeìdudukannya beìlum deìwasa. Seìseìorang yang 

beìlum deìwasa dan tidak beìrada dibawah peìrwalian orang tuanya.” 

 

2. Dasar Hukum Tentang Anak   

Di Indoneìsia dasar hukum yang meìngatur teìntang anak yaitu Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang Peìlindungan Anak dan 

peìrubahannya meìlalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 seìrta 

peìrubahan keìdua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 meìnjadi landasan 

hukum peìrlindungan anak di Indoneìsia.  Undang- undang Nomor 35 Tahun 

2014  teìntang Peìrlindungan Anak adalah landasan hukum utama yang 

meìngatur hak dan peìrlindungan anak seìcara meìnyeìluruh. Dalam undang-

undang ini, diteìgaskan bahwa seìtiap anak beìrhak meìndapatkan 

peìrlindungan khusus dari seìgala beìntuk keìkeìrasan, eìksploitasi, dan 

diskriminasi guna meìnjamin tumbuh keìmbang anak seìcara optimal seìsuai 

deìngan harkat dan martabat keìmanusiaannya. Seìlain itu, Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012 teìntang Sisteìm Peìradilan Pidana Anak meìngatur 

meìkanismeì peìrlindungan hukum bagi anak yang beìrhadapan deìngan 

hukum, meìneìmpatkan keìpeìntingan teìrbaik anak seìbagai prinsip utama 
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dalam proseìs peìradilan pidana anak.29 Dalam kajian akadeìmis, dasar hukum 

teìntang anak dapat ditinjau dari beìrbagai aspeìk hukum anak yaitu dari 

peìrspeìktif Hak Asasi Manusia (HAM) dan peìrspeìktif Sosial. 

a. Dasar Hukum Teìntang Anak meìnurut peìrspeìktif Hak Asasi Manusia 

(HAM) 

Dasar hukum teìntang anak dari peìrspeìktif Hak Asasi Manusia 

(HAM) meìngacu pada peìngakuan bahwa anak adalah subjeìk hak asasi 

yang beìrhak meìndapatkan peìrlindungan, peìngeìmbangan, dan 

peìnghormatan atas martabatnya seìbagai manusia. Meìnurut Undang-

Undang No. 39 Tahun 1999 teìntang Hak Asasi Manusia, anak 

dideìfinisikan seìbagai seìtiap manusia yang beìrusia di bawah 18 tahun 

dan beìlum meìnikah, yang seìcara hukum dan moral beìrhak meìmpeìroleìh 

peìrlindungan dari orang tua, masyarakat, dan neìgara. Dalam UU ini 

dijeìlaskan beìrbagai hak anak yang teìrmasuk hak atas peìrlindungan 

hukum, peìndidikan, keìseìhatan, seìrta peìrlakuan manusiawi, seìhingga 

anak harus dipeìrlakukan seìsuai deìngan prinsip keìpeìntingan teìrbaik bagi 

anak dan tanpa diskriminasi. 

Seìlain hukum nasional, peìrlindungan hak anak juga diatur dalam 

instrumeìn inteìrnasional seìpeìrti Konveìnsi Hak Anak (KHA), yang teìlah 

diratifikasi oleìh Indoneìsia. Konveìnsi ini meìneìgaskan bahwa anak 

beìrhak untuk hidup, tumbuh, dan beìrkeìmbang seìcara optimal, seìrta 

 
29 Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 30.  
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beìrpartisipasi dalam keìhidupan sosial seìsuai deìngan harkat dan martabat 

keìmanusiaannya. Neìgara beìrkeìwajiban meìlindungi anak dari seìgala 

beìntuk keìkeìrasan, eìksploitasi, dan diskriminasi, seìrta meìmbeìrikan akseìs 

keìpada anak teìrhadap layanan keìseìhatan, peìndidikan, dan peìrlindungan 

hukum. Hal ini meìmbeìrikan keìrangka normatif yang meìnginteìgrasikan 

hak asasi manusia keì dalam seìluruh aspeìk peìrlindungan anak, seìhingga 

meìmbangun landasan hukum yang kokoh, baik di tingkat nasional 

maupun inteìrnasional.30 

b. Dasar Hukum Teìntang Anak dalam peìrspeìktif Sosial  

Dasar hukum teìntang anak dari peìrspeìktif sosial meìngacu pada 

peìngakuan bahwa anak meìmiliki status sosial yang leìbih reìndah 

dibandingkan orang deìwasa di masyarakat, seìhingga meìmeìrlukan 

peìrlindungan khusus. Anak beìrada dalam masa peìrtumbuhan, beìlajar, 

dan sosialisasi yang meìmbatasi keìmampuan meìreìka untuk beìrtindak 

seìpeìnuhnya deìwasa. Oleìh kareìna itu, peìrlindungan hukum anak tidak 

hanya dilihat dari aspeìk formal hukum, teìtapi juga dari pandangan sosial 

yang meìneìmpatkan anak seìbagai bagian dari masyarakat yang reìntan 

dan meìmbutuhkan bimbingan seìrta peìrlindungan agar dapat 

beìrkeìmbang deìngan baik dalam lingkungan sosialnya. Anak dianggap 

seìbagai eìntitas sosial yang meìleìkat dalam sisteìm sosial yang 

 
30 Junaidi, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. Journal Of Law, Society, 

and Civilization, Vol.37, No.1, hlm. 12. 
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meìmeìrlukan peìrlindungan atas hak-hak sosialnya agar tidak meìngalami 

diskriminasi, peìneìlantaran, dan eìksploitasi.31 

Dasar hukum bagi anak dari peìrspeìktif sosial meìncakup jaminan 

hak anak untuk tumbuh dan beìrkeìmbang dalam lingkungan yang aman, 

seìjahteìra, dan beìbas dari keìkeìrasan, baik fisik, psikologis, maupun 

sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrlindungan 

Anak seìcara teìgas meìngatur peìrlindungan hak-hak anak, teìrmasuk 

peìrlindungan dari keìkeìrasan sosial seìpeìrti peìneìlantaran dan eìksploitasi. 

Seìcara sosial, peìrlindungan anak juga meìncakup peìran keìluarga, 

masyarakat, dan neìgara dalam meìmeìlihara keìseìjahteìraan sosial anak 

seìrta meìnceìgah diskriminasi dan marginalisasi anak yang dapat 

meìnghambat proseìs sosialisasinya di masyarakat. 

 

3. Macam-Macam Anak  

Dalam hukum peìrdata Indoneìsia, istilah anak meìrujuk pada hubungan 

hukum antara seìorang anak deìngan orang tuanya yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Peìrdata (KUHPeìrdata/BW). sama seìpeìrti dalam 

keìkuasaan orang tua. KUHPeìrdata masih beìrlaku kareìna PP No. 9 Tahun 

1975 beìlum meìngatur. Dalam keìteìntuan Pasal 50 Undang-undang 

peìrkawinan meìneìtapkan bahwa anak yang beìlum meìncapai umur 18 tahun 

 
31 Fahrul Rozi, 2025 "Sosiologi Hukum dan erubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial yang Mengikat Akan Hak 

Anak," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 55: No. 2 hlm.3.  
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atau beìlum peìrnah meìlangsungkan peìrkawinan, yang tidak beìrada dibawah 

keìkuasaan orang tua, beìrada di bawah keìkuasaan wali. 

Dalam hukum peìrdata di Indoneìsia, macam-macam anak dibagi 

meìnjadi 4, yaitu:  

1. Anak Sah  

Meìnurut pasal 250 KUHPeìrdata, anak sah adalah anak yang 

dilahirkan atau tumbuh seìlama peìrkawinan yang sah. Deìngan deìmikian, 

anak sah seìcara otomatis meìmiliki hubungan hukum peìrdata deìngan 

ayah dan ibunya, teìrmasukhak waris dan keìwajiban nafkah.  

Meìnurut Subeìkti, anak sah meìnurut Kitab Undang-Undanh 

Hukum Peìrdata adalah anak yang lahir dari peìrkawinan yang sah atau 

yang dianggap deìmikian beìrdasarkan pasal 272, deìngan preìsumsi bahwa 

suami adalah ayah biologis jika keìlahiran teìrjadi dalam 300 hari pasca-

peìrkawinan. Preìsumsi ini beìrsifat kuat untuk meìnjaga keìpeìntingan anak, 

dan peìmbatalannya meìmeìrlukan bukti yang meìyakinkan meìlalui proseìs 

disavowal (peìnyangkalan pateìrnitas) seìbagaimana diatur di dalam pasal 

274-280. Konseìp ini beìrtujuan meìnciptakan keìpastian hukum dalam 

hubungan garis keìturunan.32 

2. Anak Luar Kawin  

Beìrdasarkan pasal 272 KUHPeìrdata, anak diluar kawin adalah 

anak yang lahir diluar peìrkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya 

meìmpunyai hubungan hukum peìrdata deìngan ibunya dan keìluarga 

 
32 Subekti, 2018, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi Terbaru, Intermasa, Jakarta, hlm. 145-148. 
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ibunya. Namun, jika ayahnya meìngakui anak teìrseìbut seìcara sah 

(peìngakuan anak), maka hubungan peìrdata juga timbul antara anak 

deìngan ayahnya.  

Meìnurut Sudikno Meìrtokusumo, dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Peìrdata, anak luar kawin (natural child) diatur pada pasal 272-

280 seìbagai anak yang tidak teìrmasuk preìsumsi pateìrnitas peìrkawinan. 

Ia sah dari ibu saja, dan ayah dapat meìngakuinya untuk leìgitimasi.33 Hak 

warisnya dibatasi pada garis mateìrnal keìcuali diakui, seìbagaimana pasal 

855. Peìnulis meìneìkankan bahwa meìskipun kaku, aturan ini dapat 

dileìngkapi oleìh undang-undang nasional untuk keìseìtaran, meìnghindari 

stigma sosial teìrhadap anak.34 

3. Anak yang Diakui dan Disahkan  

Pasal 277 KUH Peìrdata meìnyatakan:  "Ayah dapat meìngakui anak 

yang lahir di luar peìrnikahan, dan peìngakuan teìrseìbut meìmbuat anak itu 

meìnjadi anak yang diakui, deìngan hak-hak teìrteìntu teìrhadap ayahnya." 

Anak yang diakui adalah anak tidak sah yang ayahnya se ìcara sukareìla 

meìngakui pateìrnitasnya meìlalui akta reìsmi di hadapan kantor catatan 

sipil, notaris, atau peìngadilan. Peìngakuan ini tidak dapat dibatalkan 

seìteìlah didaftarkan, dan anak teìrseìbut meìmiliki hubungan hukum 

deìngan ayahnya, teìrmasuk hak teìrbatas atas nafkah dan warisan. 

Namun, status ini tidak seìtara deìngan anak sah; anak teìrseìbut teìtap 

 
33 Pasal 276, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
34 Sudikno Mertokusumo, 2015, Pengantar Hukum Perdata, Liberty, Yogyakarta, hlm. 216. 
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beìrstatus "anak yang diakui" keìcuali jika leìgitimasi leìbih lanjut teìrcapai. 

Deìfinisi ini meìlindungi anak dari keìtidakpastian ideìntitas seìkaligus 

meìminta peìrtanggungjawaban ayahnya. Seìlain itu, meìnurut pasal 274 

KUHPeìrdata, anak diluar kawin dapat diakui oleìh ayah atau ibunya 

meìlalui peìngakuan (eìrkeìnning), dan dapat disahkan (weìttiging) apabila 

orang tuanya meìlangsungkan peìrkawinan.  

Meìnurut Subeìkti, Anak yang diakui meìnurut Pasal 277 KUH 

Peìrdata adalah anak luar kawin yang pateìrnitasnya diakui ayah seìcara 

reìsmi, meìmbeìrikan hak nafkah dan waris teìrbatas35 . Seìmeìntara anak 

yang disahkan meìlalui leìgitimasi meìnjadi seìtara deìngan anak sah, baik 

peìr matrimonium maupun peìr eìrkeìnning.36 

4. Anak Angkat  

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata meìnyatakan: 

"Peìngakuan anak angkat dapat dilakukan oleìh orang yang meìngangkat 

anak teìrseìbut, dan hal ini meìnciptakan hubungan hukum yang seìtara 

deìngan anak sah, deìngan peìrseìtujuan orang tua biologis atau peìngadilan 

jika dipeìrlukan." Artinya, peìngangkatan anak adalah beìntuk peìngakuan 

khusus yang meìnjadikan anak angkat seìcara hukum bagian dari keìluarga 

angkat. Status ini seìcara otomatis meìmbeìrikan anak hak peìnuh seìbagai 

anak sah dari orang tua angkat, teìrmasuk nama, keìwarganeìgaraan, dan 

ideìntitas keìluarga. Deìfinisi ini meìmbeìdakan peìngangkatan anak dari 

 
35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 855.  
36 Subekti, Op Cit., hlm. 154. 
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peìngakuan biasa, kareìna peìngangkatan anak meìlibatkan peìngalihan 

tanggung jawab dari orang tua kandung keìpada orang tua angkat, 

seìringkali seìcara peìrmaneìn. 

Dalam KUHPeìrdata seìndiri tidak diatur seìcara rinci meìngeìnai 

peìngangkatan anak. Namun, dalam praktik hukum peìrdata, anak angkat 

diakui meìlalui putusan peìngadilan dan keìmudian meìnimbulkan akibat 

hukum teìrteìntu, teìrutama teìrkait hak waris, seìsuai peìraturan khusus di 

luar KUHPeìrdata (misalnya Staatsblad 1917 No. 129 dan keìteìntuan 

modeìrn lainnya). Meìnurut Subeìkti, Anak Angkat meìnurut pasal 280 

KUHPeìrdata adalah anak yang diangkat meìlalui peìngakuan khusus, 

meìnciptakan filiasi fiktif yang seìtara deìngan anak sah, deìngan 

peìmutusan hubungan biologis pada peìngangkatan anak peìnuh.37 

4. Pengertian Anak Angkat  

Seìcara umum, anak angkat dideìfinisikan seìbagai seìorang anak yang 

seìcara hukum diakui seìbagai bagian dari keìluarga orang tua angkatnya 

meìlalui proseìs peìngangkatan anak, meìskipun tidak meìmiliki hubungan 

darah biologis deìngan meìreìka. Proseìs ini meìnciptakan hubungan hukum 

yang seìtara deìngan anak kandung, seìhingga anak angkat juga meìmpeìroleìh 

hak-hak seìpeìrti peìrawatan, Peìndidikan, nama keìluarga, dan warisan, seìrta 

keìwajiban timbal balik seìpeìrti keìtaatan dan peìnghormatan.38 

 
37 Subekti, Op Cit., hlm. 157-160. 
38 Isra, 2022, Hukum Perdata tentang Perlindungan Anak dan Keluarga, Rajawali Pers, hlm. 142-

145. 
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Di Indoneìsia, konseìp ini teìrinteìgrasi dalam Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 teìntang Peìrlindungan Anak, yang meìndeìfinisikan anak angkat seìbagai 

anak di bawah umur yang diseìrahkan seìcara sah keì orang tua angkat untuk 

dibeìsarkan seìpeìrti anak seìndiri. Tantangan utama dalam peìngangkatan anak 

meìmastikan proseìs peìngangkatan anak transparan untuk meìnceìgah 

peìnyalahgunaan, teìrutama bagi anak tanpa ideìntitas orang tua. 

1. Peìngeìrtian Anak Angkat Meìnurut Hukum Peìrdata  

Meìnurut hukum peìrdata Indoneìsia, khususnya Kitab Undang-

Undang Hukum Peìrdata, peìngeìrtian peìngangkatan anak diatur dalam 

pasal 280-291, di mana anak angkat dideìfinisikan seìbagai anak yang 

meìlalui proseìs peìngangkatan (adoptieì) meìnjadi bagian dari garis 

keìturunan orang tua angkat, deìngan hak-hak yang seìtara seìpeìrti anak 

sah, teìrmasuk hak atas harta gono-gini dan warisan. 39  Proseìs ini 

meìmeìrlukan peìrseìtujuan peìngadilan dan meìnciptakan hubungan filiasi 

hukum yang ireìveìrsibeìl, keìcuali dibatalkan oleìh peìngadilan. Peìngeìrtian 

ini meìneìkankan prinsip bahwa peìngangkatan anak bukanlah seìkeìdar 

peìrjanjian, meìlainkan Tindakan hukum yang peìrmaneìn dan meìmeìrlukan 

peìrseìtujuan peìngadilan untuk meìmastikan keìpeìntingan teìrbaik bagi 

anak teìrpeìnuhi, teìrutama bagi anak tanpa ideìntitas orang tua yang reìntan 

teìrhadap keìtidakpastian status sipil.  

 
39  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal. 280-291. 
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Deìfinisi anak angkat dalam hukum peìrdata juga reìleìvan untuk 

inteìgrasi peìraturan modeìrn, deìngan Kitab Undang-Undang Hukum 

Peìrdata yang dileìngkapi deìngan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 

yang meìngubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 teìntang 

Peìrlindungan Anak. Undang-Undang ini meìmpeìrluas deìfinisi teìrseìbut 

keìpada anak-anak tanpa ideìntifikasi orang tua meìlalui proseìs 

peìngangkatan anak yang transparan dan beìrbasis bukti. Hal ini beìrtujuan 

untuk meìngatasi masalah-masalah seìpeìrti kurangnya dokumeìn 

ideìntitas, yang meìmungkinkan peìngadilan untuk meìneìntukan status 

anak angkat beìrdasarkan prinsip keìadilan reìstoratif. Namun, hukum 

peìrdata meìneìkankan bahwa peìngangkatan anak tidak boleìh meìlanggar 

hak-hak anak dan bahwa faktor-faktor budaya dan sosial harus 

dipeìrhitungkan dalam proseìs teìrseìbut untuk meìmastikan adaptasi yang 

harmonis. Oleìh kareìna itu, deìfinisi ini tidak hanya formal teìtapi juga 

substantif, meìmastikan bahwa anak angkat dilindungi dalam jangka 

panjang dari poteìnsi diskriminasi atau hak waris. 

2. Peìngeìrtian Anak Angkat Seìcara Teìoritis 

Seìcara teìoreìtis, peìngeìrtian anak angkat dapat dijeìlaskan meìlalui 

teìori peìrlindungan anak (child proteìction theìory), yang dikeìmukakan 

oleìh John Goldsteìin eìt al., di mana peìngangkatan anak dilihat seìbagai 

instrumeìn untuk meìmeìnuhi hak dasar anak atas keìluarga stabil, teìrutama 

bagi anak yang keìhilangan orang tua atau ideìntitasnya. Teìori ini 

meìneìkankan bahwa anak angkat harus diteìmpatkan dalam lingkungan 
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yang meìmbeìrikan rasa aman dan ideìntitas baru, meìnghindari 

stigmatisasi. Seìlain itu, teìori hak anak (child rights theìory) dari 

peìrspeìktif Konveìnsi Hak Anak (CRC) 1989, yang diangkat dalam 

konteìks Indoneìsia, meìmandang anak angkat seìbagai subjeìk hukum yang 

beìrhak atas partisipasi dalam proseìs peìngangkatan anak, meìmastikan 

bahwa deìfinisi anak angkat tidak hanya formal tapi juga substantif untuk 

keìseìjahteìraan.40 

3. Peìngeìrtian Anak Angkat Meìnurut Hukum Ahli 

Meìnurut ahli hukum keìluarga Indoneìsia, Prof. Dr. Saldi Isra, anak 

angkat dideìfinisikan seìbagai anak yang dipindahkan status 

keìwarganeìgaraannya dari orang tua biologis atau wali keì orang tua 

angkat meìlalui proseìdur peìngangkatan anak yang sah, deìngan tujuan 

meìmbeìrikan peìrlindungan, peìndidikan, dan warisan yang seìtara.41 

Dari sudut pandang ahli hukum peìrdata, Dr. Hikmahanto Juwana 

meìndeìfinisikan anak angkat seìbagai eìntitas hukum yang meìlalui proseìs 

peìngangkatan anak meìngalami peìrubahan status filiasi, dimana anak 

teìrseìbut meìmpeìroleìh hak dan keìwajiban yang sama deìngan anak 

kandung, teìrmasuk hak katas nama, harta warisan, dan peìrawatan. 

Peìngeìrtian ini meìnyoroti transformasi hubungan darah meìnjadi 

hubungan hukum, yang beìrtujuan untuk meìnginteìgrasikan anak keì 

dalam keìluarga angkat seìcara peìnuh.  

 
40 Prabowo, 2023, Teori Hukum Keluarga Modern: Adopsi dan Perlindungan Anak, FHUI Press, 

hlm. 112-120. 
41 Isra, Op Cit., hlm 150. 
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Ahli lain seìpeìrti Dr. Annisa Beìta, meìnambahkan bahwa anak 

angkat bukan seìkadar peìngangkatan anak biologis, meìlainkan kontrak 

sosial-hukum yang meìlindungi anak dari diskriminasi, teìrutama bagi 

anak tanpa ideìntitas orang tua yang seìring kali reìntan teìrhadap 

eìksploitasi.42 

5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat  

Dalam hukum Indoneìsia, peìngangkatan anak diatur untuk meìlindungi 

hak anak dan meìnjamin keìseìjahteìraan meìreìka, deìngan prinsi bahwa anak 

angkat teìrseìbut harus dilakukan seìtara deìngan anak kandung. Hak anak 

angkat meìliputi hak atas peìrlindungan, peìngasuhan, peìndidikan, dan 

peìrawatan keìseìhatan dari orang tua angkatnya, seìbagaimana teìrcantum 

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak. Seìlain itu, anak 

angkat beìrhak untuk teìtap meìnggunakan nama keìluarga orang tua 

angkatnya, hak waris, dan hak untuk tidak dipisahkan dari keìluarga 

angkatnya keìcuali beìrdasarkan putusan peìngadilan. Hak-hak ini beìrtujuan 

untuk meìnjamin inteìgrasi peìnuh anak angkat keì dalam keìluarga angkatnya, 

meìnceìgah diskriminasi.  

Keìwajiban anak angkat teìrhadap orang tua angkatnya hampir sama 

deìngan keìwajiban anak kandung: meìnghormati, meìnaati aturan, dan 

meìndukung orang tua angkatnya, baik seìlama masa kanak-kanak maupun 

deìwasa. Anak angkat harus beìrusaha meìnjaga hubungan keìluarga yang baik, 

 
42 Beta, 2021, Jurnal Hukum Keluarga dan Anak, Universitas Indonesia, Vol. 5, No. 2, hlm. 79. 
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teìrmasuk tidak meìninggalkan orang tua angkatnya tanpa alasan di masa-

masa sulit. Tanggung jawab ini juga meìncakup aspeìk moral dan hukum, 

seìpeìrti meìmastikan meìreìka tidak meìrugikan orang tua angkatnya, teìrmasuk 

masalah warisan atau harta beìrsama. Namun, keìwajiban ini tidak mutlak, 

seìteìlah deìwasa, anak angkat beìrhak meìneìntukan jalan hidupnya seìndiri, 

deìngan syarat meìmatuhi hukum yang beìrlaku. 

Hak dan keìwajiban dalam proseìs peìngangkatan anak, yang umumnya 

didasarkan pada prinsip keìadilan dan peìrlindungan anak, beìrtujuan untuk 

meìnciptakan ikatan hukum yang kuat antara anak angkat dan orang tuanya. 

Peìngadilan neìgara bagian beìrweìnang untuk meìnyeìtujui peìngangkatan anak, 

dan langkah-langkah yang diambil harus seìlalu meìmpeìrtimbangkan 

keìpeìntingan teìrbaik anak. Jika teìrjadi peìlanggaran, seìpeìrti peìngabaian hak 

oleìh orang tua angkat, anak angkat beìrhak meìngajukan gugatan untuk 

meìmbatalkan peìngangkatan anak atau meìmpeìrtahankan hak-haknya.43  

Dasar hukum utama meìngeìnai hak dan keìwajiban anak angkat di 

Indoneìsia teìrdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang 

peìrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang  

Peìrlindungan Anak. Undang-Undang ini meìneìgaskan bahwa seìtiap anak, 

teìrmasuk anak angkat, beìrhak atas peìrlindungan khusus dari diskriminasi, 

peìngabaian, dan keìkeìrasan. Khusus untuk anak angkat, Pasal 26 ayat (1) 

meìnyatakan bahwa peìngangkatan anak harus meìmastikan hak anak untuk 

 
43 Pratiwi, R. 2019. Hak dan kewajiban anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan 

Anak. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 49. No. 3. Hlm. 456. 
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hidup, tumbuh, beìrkeìmbang, dan beìrpartisipasi seìcara wajar seìsuai deìngan 

harkat dan martabat keìmanusiaan, seìrta meìndapat peìrlindungan dari 

keìkeìrasan dan diskriminasi. Keìwajiban orang tua angkat untuk meìmeìlihara 

dan meìndidik anak angkat diatur dalam Pasal 26 ayat (2), yang seìcara 

implisit meìwajibkan anak angkat untuk meìnghormati orang tua angkat 

seìbagai bagian dari hubungan keìluarga yang dibeìntuk seìcara hukum.44 

Seìlain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata (KUHPeìrdata) 

Buku I Bab XVI (Pasal 280-303) meìngatur peìngangkatan anak seìcara 

peìrdata, di mana anak angkat meìmpeìroleìh hak dan keìwajiban yang sama 

deìngan anak kandung. Pasal 290 KUHPeìrdata meìnyatakan bahwa anak 

angkat beìrhak atas nama keìluarga orang tua angkat dan hak waris atas harta 

orang tua angkat, seìolah-olah ia anak sah. Keìwajiban anak angkat, seìpeìrti 

meìmbeìrikan nafkah balik keìpada orang tua angkat saat deìwasa, 

diimplikasikan dari Pasal 301, yang meìnyamakan status hukum anak angkat 

deìngan anak kandung. Peìngeìsahan peìngangkatan oleìh peìngadilan 

meìmastikan bahwa hak-hak ini tidak dapat dicabut seìpihak, keìcuali atas 

putusan hakim jika teìrbukti adanya peìnyalahgunaan. 

Peìraturan Peìmeìrintah  Nomor 54 Tahun 2007 teìntang Peìlaksanaan 

Peìngangkatan Anak meìmbeìrikan peìdoman teìknis, teìrmasuk juga hak-hak 

anak angkat untuk meìndapatkan ideìntitas hukum yang jeìlas dan keìwajiban 

orang tua angkat untuk meìlaporkan peìrkeìmbangan anak keì Leìmbaga 

 
44 Suryono, A. 2020. Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia. Penerbit Tholibul Ilmi. 

Sidoarjo  
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Peìrlindungan Anak. Dalam pasal 15 Peìraturan Peìmeìrintah meìnyeìbutkan 

dan meìneìkankan bahwa anak angkat beìrhak atas Peìndidikan dan Keìseìhatan 

yang seìtara, seìmeìntara keìwajiban anak angkat untuk meìnjaga keìrahasian 

asal-usulnya (jika dipeìrlukan) beìrtujuan untuk meìlindungi privasi keìluarga.  

Peìngangkatan anak (tabanni) dalam hukum Islam, yang beìrlaku bagi 

umat Islam beìrdasarkan Pasal 209–214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

tidak meìmbeìrikan hubungan keìkeìluargaan biologis, meìlainkan hak sukareìla 

untuk preìseìrvasi dan leìgado (wasiat). Anak angkat dalam Pasal 210 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) beìrhak atas peìngasuhan dan peìndidikan dari 

orang tua angkatnya, namun keìwajiban meìreìka meìncakup rasa hormat dan 

keìpatuhan seìlama masa kanak-kanak. Tidak ada hak waris keìcuali hibah. 

Seìsuai deìngan Hukum Syariah, yang mana hak anak angkat leìbih 

meìngutamakan keìseìjahteìraan daripada keìseìtaraan peìnuh seìbagaimana 

dalam hukum peìrdata, peìngadilan agama meìmantau proseìs ini untuk 

meìnjamin keìpatuhan.45 

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 teìntang Peìrubahan 

Keìdua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 teìntang Peìrkawinan 

meìneìgaskan landasan hukum teìrseìbut deìngan meìnyatakan bahwa 

peìngangkatan anak (Pasal 45A) harus meìmpeìrtimbangkan Prinsip 

Keìseìtaraan Geìndeìr dan Peìrlindungan Anak. Deìmi keìutuhan keìluarga, 

tanggung jawab anak angkat untuk tidak meìnuntut hak biologis yang 

 
45 Wijaya, I. G. N. A., 2022, Pengangkatan anak dalam perspektif hukum perdata dan Islam. CV. 

Andi Offset. Yogyakarta. 
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beìrteìntangan deìngan status anak angkat teìrseìbut diatur seìcara implisit. 

Seìcara umum, struktur hukum ini beìrtujuan untuk meìnyeìimbangkan hak 

dan keìwajiban guna meìnghindari eìksploitasi meìlalui peìngawasan dari 

Keìmeìnteìrian Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuan dan Peìrlindungan Anak seìrta badan 

peìradilan. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak 

1. Pengertian Pengangkatan Anak 

Istilah peìngangkatan anak dalam hukum, teìlah lama dikeìnal 

seìbeìlumnya, yaitu adoptieì yang dalam istilah juga diseìbut “aageìnomeìnkid” 

yang beìrasal dari bahasa Beìlanda, dan “adopt/adoption” dalam bahasa 

inggris seìrta “Ittikhadzahu ibnam” dari bahasa Arab, yang seìmuanya beìrarti 

“meìnjadi seìbagai anak” atau “Peìngangkatan anak”.46 

Seìcara umum, peìngangkatan anak adalah proseìs hukum atau sosial di 

mana seìseìorang atau pasangan meìngangkat seìorang anak yang bukan dari 

orang tua kandung meìreìka. Baik seìcara peìrmaneìn maupun seìmeìntara, 

peìngangkatan anak beìrtujuan untuk meìmbeìrikan peìrlindungan, peìmeìliharaan, dan 

inteìgrasi keìpada keìluarga. Seìlain meìmeìnuhi keìinginan orang tua angkat 

untuk meìmbeìntuk keìluarga, proseìdur ini juga beìrupaya meìmeìnuhi 

keìbutuhan anak yang keìhilangan orang tua, yatim piatu, teìrlantar, atau 

beìrada dalam kondisi reìntan. Peìngangkatan anak meìrupakan ikatan hukum 

 
46 Ashar, “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Pengangkatan Anak” melalui, 

http://ejournal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1441/1393 diakses pada 

Selasa, 14 Oktober 2025, pukul 17.31 wib. 
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yang meìlahirkan hak dan keìwajiban timbal balik, seìpeìrti hak atas nafkah, 

peìndidikan, dan warisan, seìrta tanggung jawab untuk saling meìnghormati 

dan meìndukung.  

Peìngangkatan anak juga didasarkan pada nilai-nilai keìmanusiaan, 

seìpeìrti solidaritas sosial dan hak anak untuk keìluarga, seìbagaimana diakui 

oleìh organisasi global seìpeìrti UNICEF. Di banyak neìgara, proseìs ini meìmeìrlukan 

peìrseìtujuan orang tua biologis (jika ada), peìnilaian keìmampuan orang tua 

angkat, dan peìngawasan pasca-peìngangkatan anak untuk meìmastikan 

keìseìjahteìraan anak. Peìngeìrtian ini meìneìkankan bahwa peìngangkatan bukan 

hanya transaksi hukum, meìlainkan komitmeìn jangka panjang untuk 

meìmbangun ikatan eìmosional dan sosial yang kuat. 

Seìcara keìseìluruhan, peìngangkatan anak adalah meìkanismeì inklusif 

untuk meìngatasi masalah sosial seìpeìrti peìningkatan jumlah anak teìrlantar 

akibat keìmiskinan, konflik, atau pandeìmi, sambil meìmpromosikan 

keìseìtaraan dan peìrlindungan hak asasi manusia. Di seìluruh dunia, jutaan 

anak diangkat seìtiap tahun, meìnunjukkan peìran peìntingnya dalam 

meìmbeìntuk masyarakat yang leìbih peìduli dan adil. 

Peìngangkatan anak meìnurut hukum peìrdata Indoneìsia adalah 

tindakan hukum yang dimaksudkan untuk meìnghasilkan hubungan fiktif 

antara anak angkat dan orang tua angkat seìolah-olah anak teìrseìbut 

meìrupakan keìturunan dari peìrkawinan orang tua angkat. Beìrdasarkan asas 

substitusi, di mana anak angkat meìndapatkan keìdudukan hukum yang seìtara 

deìngan anak kandung. Teìrmasuk hak atas nama keìluarga, tunjangan anak, 
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peìndidikan, dan warisan. Peìngangkatan anak adalah ikatan hukum yang 

dibuat meìlalui keìseìpakatan di antara para pihak dan diseìtujui oleìh 

peìngadilan, deìngan tujuan utama untuk meìnjaga keìseìjahteìraan anak, bukan 

hubungan biologis. teìlah keìhilangan orang tua meìreìka atau dalam keìadaan 

reìntan.47  Peìngangkatan Anak beìrsifat peìrmaneìn dan tidak dicabut seìcara 

seìpihak dalam hukum peìrdata keìcuali beìrdasarkan peìrintah peìngadilan 

beìrdasarkan bukti peìnganiayaan atau keìsalahan. 

Dasar hukum peìngangkatan anak dalam hukum peìrdata diatur seìcara 

rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata (KUHPeìrdata) Buku I 

Bab XVI, khususnya Pasal 280 hingga Pasal 303. Meìnurut Pasal 280 

KUHPeìrdata, peìngangkatan anak adalah peìrjanjian di mana seìseìorang atau 

seìpasang suami-istri meìngangkat anak orang lain seìbagai anak sah meìreìka, 

deìngan peìrseìtujuan orang tua biologis atau wali anak jika anak te ìrseìbut 

beìlum deìwasa. Peìngeìrtian ini meìneìkankan aspeìk kontraktual, di mana 

peìngangkatan harus dilakukan seìcara sukareìla dan meìmeìnuhi syarat formil, 

seìpeìrti akta notaris atau putusan peìngadilan. Hukum peìrdata meìmbeìdakan 

peìngangkatan anak dari beìntuk peìmeìliharaan seìmeìntara, kareìna 

peìngangkatan meìnciptakan hak dan keìwajiban timbal balik yang abadi, 

teìrmasuk hak anak angkat untuk meìwarisi harta orang tua angkat 

seìbagaimana diatur dalam Pasal 290 KUHPeìrdata. 

Dalam peìrkeìmbangan hukum peìrdata Indoneìsia, deìfinisi 

peìngangkatan anak juga dipeìngaruhi oleìh prinsip-prinsip inteìrnasional, 

 
47 Subekti, 2020,  Pokok-pokok hukum perdata (Edisi ke-15). Intermasa, Jakarta. 
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seìpeìrti Konveìnsi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989, yang teìlah diratifikasi 

Indoneìsia, meìskipun Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata teìtap meìnjadi 

acuan utama. Peìngangkatan anak meìnurut hukum peìrdata beìrbeìda deìngan 

peìngangkatan anak beìrdasarkan hukum adat atau agama, di mana hukum 

peìrdata meìneìkankan keìseìtaraan hak tanpa meìmpeìrtimbangkan faktor 

biologis atau agama seìcara keìtat. Namun, dalam praktiknya, peìngangkatan 

anak harus meìmatuhi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 teìntang 

Peìrlindungan Anak, yang meìmpeìrkuat konseìp peìngangkatan anak seìbagai 

hak anak untuk meìndapatkan surogasi. Seìcara keìseìluruhan, peìngangkatan 

anak meìnurut hukum peìrdata meìrupakan meìkanismeì hukum progreìsif 

untuk meìngatasi masalah sosial seìpeìrti yatim piatu, deìngan meìneìkankan 

inteìgrasi peìnuh anak keì dalam masyarakat. 

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

Peìngangkatan anak di Indoneìsia diatur untuk meìmastikan proseìs yang 

aman, eìtis, dan beìrorieìntasi pada keìpeìntingan teìrbaik anak. Syarat-syarat ini 

beìrsifat kumulatif, artinya harus dipeìnuhi seìcara keìseìluruhan, dan 

dibeìdakan beìrdasarkan status anak (misalnya, anak de ìngan orang tua 

kandung atau anak teìrlantar). Proseìs ini meìlibatkan leìmbaga seìpeìrti 

Leìmbaga Peìrlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, dan Peìngadilan Neìgeìri. 

Syarat umum beìrlaku untuk seìmua kasus, deìngan peìnyeìsuaian untuk anak 

teìrlantar (seìpeìrti yang dibahas seìbeìlumnya). Peìlanggaran syarat dapat 

meìngakibatkan peìmbatalan peìngangkatan atau sanksi pidana. Syarat 
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peìngangkatan anak meìnurut hukum peìrdata meìncakup beìbeìrapa eìleìmeìn 

eìseìnsial untuk meìmastikan keìpeìntingan teìrbaik anak, yaitu:  

1. Anak yang diangkat harus beìrusia di bawah 21 tahun atau beìlum 

meìnikah, seìbagaimana Pasal 281 KUHPeìrdata, dan orang tua angkat 

harus beìrusia minimal 50 tahun leìbih tua dari anak atau meìmiliki 

keìmampuan eìkonomi yang meìmadai.  

2. Peìrseìtujuan dari orang tua biologis atau wali hukum wajib dipe ìroleìh, 

keìcuali jika orang tua biologis teìlah meìninggal atau keìhilangan hak 

asuh.  

3. Proseìs peìngangkatan harus disahkan oleìh Peìngadilan Neìgeìri meìlalui 

sidang teìrbuka, yang meìmveìrifikasi bahwa peìngangkatan tidak 

beìrteìntangan deìngan keìpeìntingan anak dan tidak dimotivasi oleìh 

tujuan komeìrsial. 

Syarat teìrkait orang tua angkat adalah syarat yang meìnjamin bahwa calon 

orang tua angkat mampu dan layak meìngasuh anak:  

1. Usia dan status peìrkawinan: calon orang tua angkat harus beìrusia 

minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun leìbih tua dari anak. Jika 

pasangan suami-istri, keìduanya harus meìnikah seìcara sah maksimal 2 

tahun. 

2. Keìseìhatan jasmani dan Rohani: calon orang tua angkat harus se ìhat 

seìcara fisik dan meìntal, dibuktikan deìngan surat keìteìrangan dokteìr 

dan aseìsmeìn psikologis dari LPA (Leìmbaga Peìrlindungan Anak). 
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Tidak boleìh meìmiliki Riwayat peìnyakit meìnular, gangguan meìntal, 

atau keìteìrgantungan narkoba yang meìnghambat peìngasuhan. 

3. Keìmampuan Ekonomi dan Sosial: harus meìliki peìnghasilan teìtap 

minimal seìtara Upah Minimum Reìgional (UMR) seìteìmpat, teìmpat 

tinggal yang layak, dan keìmampuan untuk meìmeìnuhi keìbutuhan anak 

teìrmasuk nafkah, Peìndidikan, dan keìseìhatan.  

4. Latar Beìlakang Hukum dan Motivasi: Tidak boleìh meìmiliki catatan 

kriminal (khususnya keìkeìrasan teìrhadap anak, peìrdagangan manusia, 

atau pidana seìksual), seìdang meìnjalani hukuman, atau peìrnah 

meìmbatalkan peìngangkatan harus murni untuk keìseìjahteìraan anak, 

bukan untuk teìnaga keìrja rumah tanggaatau alas an komeìrsial lainnya.  

Syarat Proseìdural dan Formil yang beìrkaitan deìngan proseìs peìngajuan dan 

peìngeìsahan:  

1. Adanya peìrseìtujuan pihak teìrkait: untuk anak deìngan orang tua 

kandung, dipeìrlukan peìrseìtujuan teìrtulis dari orang tua biologis atau 

wali hukum (jika anak di bawah umur). Untuk anak teìrlantar, 

peìrseìtujuan diganti deìngan reìkomeìndasi Leìmbaga Peìrlindungan Anak 

(LPA) atau putusan peìngadilan. Anak di atas 12 tahun harus 

meìmbeìrikan peìrseìtujuan pribadi.  

2. Adanya dokumeìn peìndukung, yaitu: meìliputi surat peìrmohonan 

peìngangkatan, akta keìlahiran calon orang tua dan anak, surat 

keìteìrangan eìkonomi, surat nikah (jika pasangan), surat keìteìrangan 
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Keìseìhatan, surat beìbas catatan kriminal, dan laporan aseìsmeìn 

sosial/psikologis dari Leìmbaga Peìrlindungan Anak (LPA).  

3. Adanya Peìlatihan dan Orieìntasi, seìpeìrti: calon orang tua angkat wajib 

meìngikuti peìlatihan peìngasuhan anak minimal 3 bulan, meìncakup 

haka nak, peìnanganan trauma, dan keìwajiban hukum.  

4. Adanya Peìngajuan dan Peìngeìsahan, seìpeìrti: peìngajuan harus meìlalui 

Leìmbaga Peìrlindungan Anak (LPA), Dinas Sosial, atau peìngadilan, 

bukan seìcara pribadi. Proseìs diawasi oleìh Keìmeìnteìrian 

Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuan dan Peìrlindungan Anak (KPPPA). 

Peìngeìsahan akhir oleìh Peìngadilan Neìgeìri meìlalui sidang teìrbuka, 

yang meìmpeìrtimbangkan laporan indeìpeìndeìn teìntang keìpeìntingan 

anak. 

5. Adanya Peìngawasan Pasca Peìngangkatan: Orang tua angkat wajib 

meìlaporkan peìrkeìmbangan anak seìtiap 6 bulan seìlama 2 tahun 

peìrtama, dan anak beìrhak atas ideìntitas baru (akta keìlahiran anak 

angkat). Peìngangkatan beìrsifat peìrmaneìn dan tidak boleìh dibatalkan 

seìpihak.  

Peìngeìrtian ini meìnjamin bahwa peìngangkatan bukan seìkadar 

formalitas, meìlainkan instrumeìn peìrlindungan anak yang holistik.48 

Seìdangkan syarat-syarat yang harus dipeìnuhi di Peìngadilan Neìgeìri oleìh 

peìmohon dalam peìngangkatan anak  adalah seìbagai beìrikut:  

 
48 Widodo, B., 2024. Evolusi pengertian pengangkatan anak di KUHPerdata pasca-reformasi 

hukum keluarga. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.25, No.2. hlm. 113. 
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1. Surat Peìrmohonan, yang ditanda tangani oleìh peìmohon. 

2. Bukti:  

a. Foto copy KTP peìmohon  

b. Foto copy KK Peìmohon  

c. Foto copy Akta Nikah/Buku Nikah  

d. Foto copy Akta Keìlahiran Anak  

e. Foto copy KTP orang tua kandung (jika ada) 

f. Foto copy KK orang tua kandung (jika ada) 

g. Foto copy Akta Nikah/ Buku Nikah orang tua kandung (jika ada) 

h. Foto copy Surat Peìrnyataan Peìnyeìrahan Anak dari orang tua 

kandnung (jika ada) keìpada peìmohon. 

i. Foto copy SKCK dari Polreìs 

j. Foto copy Surat Keìteìrangan Seìhat dari dokteìr 

k. Foto copy Surat Keìteìrangan dari Dinas Sosial. 

l. Foto copy Surat Keìteìrangan Peìngantar dari Deìsa. 

3. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi. 

 

3. Pengangkatan Anak yang Tanpa Disertai Identitas Orang Tuanya 

Ideìntitas pada umumnya meìleìkat pada eìntitas yang sifatnya 

individual. Misalnya seìcara pribadi dapat dikeìtahui dari ideìntitas nama dan 

fisik lainnya. Kata ideìntitas beìrsal dari Bahasa inggris “ideìntity” yang 

seìcara harfiah meìmiliki arti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang meìleìkat pada 

seìseìorang atau seìsuatu seìhingga dapat meìmbeìdakannya deìngan yang lain. 
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Dalam teìrminology antropologi, ideìntititas adalah sifat khas yang 

meìneìrangkan dan seìsuai deìngan keìsadaran diri pribadi seìndiri, golongan 

seìndiri, keìlompok seìndiri, atau komunitas seìndiri.Deìngan deìmikian 

ideìntitas tidak hanya dibeìrlakukan pada individu, teìtapi juga pada 

keìlompok, ideìntitas tidak teìrbatas pada individu seìmata beìrlaku pula pada 

suatu keìlompok manusia.49 

Peìngangkatan Anak tanpa diseìrtai ideìntitas orang tua, seìring juga 

diseìbut seìbagai peìngangkatan anak teìrlantar atau anak tanpa asl-usul yang 

jeìlas, adalah proseìs hukum yang dilakukan dimana seìorang anak yang 

diteìmukan teìrlantar, hilang, atau tidak dikeìtahui orangt tuanya yang seìcara 

reìsmi diangkat oleìh calon orang tua angkat. Proseìs ini dilakukan pada 

peìrlindungan haka nak yang reìntan, dimana ideìntitas orang tua biologisnya 

tidak diteìmukan atau tidak dapat di teìlusuri, seìhingga peìngangkatan anak 

ini dilakukan deìngan reìkomeìndasi Leìmbaga neìgara seìpeìrti Leìmbaga 

Peìrlindungan Anak (LPA) atau Dinas Sosial. Meìnurut hukum peìrdata 

Indoneìsia, peìngangkatan inibeìrtujuan meìnciptakan ikatan hukum peìrmaneìn 

antara anak dan orang tua angkat, seìolah-olah anak teìrseìbut adalah anak 

biologis, tanpa meìmeìrlukan ideìntitas orang tua kandung. Hal ini 

meìmungkinkan untuk anak dapat meìmpeìroleìh hak-hak dasar seìpeìrti nafkah, 

peìndidikan, dan waris, sambil meìmutus keìluarga biologis yang tidak 

dikeìtahui.  

 
49 Winarno, 2013, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Malang: Bumi Aksara. Hlm. 2 
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Dalam konteìks hukum peìrdata Indoneìsia, peìngangkatan anak tanpa 

ideìntitas orang tua kandungnya, diatur untuk meìnjamin bahwa proseìs teìrseìbut tidak 

meìnimbulkan eìkploitasi atau peìrdagangan teìrhadap anak. Kitab Undang-

Undang Hukum Peìrdata (KUHPeìrdata) pasal 280-303, khususnya pasal 

281, teìlah meìnyatakan bahwa peìngangkatan anak dapat dilakukan tanpa 

diseìrtai ideìntitas orang tua kandungnya jika anak dinyatakan teìrlantar 

meìlalui proseìs peìngadilan, deìngan syarat anak teìrseìbut teìlah diveìrifikasi 

oleìh otoritas teìrkait.50 Proseìs ini meìlibatkan aseìsmeìn meìdis, sosial, dan juga 

psikologis untuk meìmastikan keìpeìntingan teìrbaik anak, seìpeìrti yang 

diamanatkan oleìh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Teìntang 

Peìrlindungan Anak. Peìngangkatan ini beìrsifat final seìteìlah disahkan oleìh 

Peìngadilan Neìgeìri, dimana anak meìmpeìroleìh ideìntitas baru, teìrmasuk akta 

keìlahiran angkat, untuk meìmfasilitasi inteìgrasi sosial dan hukum seìcara 

peìnuh. 

Peìrbeìdaan utama peìngangkatan anak tanpa ideìntias orang tua 

dibandingkan pada peìngangkatan biasa teìrleìtak pada keìtidakteìrseìdiaan data 

orang tua biologis, yang mana proseìs teìrseìbut meìnjadi leìbih keìtat untuk 

meìnceìgah peìnyalahgunaan. Dalam hukum peìrdata, ini seìring meìlibatkan 

peìneìmpatan seìmeìntara di panti asuhan seìbeìlum peìngangkatan peìrmaneìn, 

deìngan peìngawasan dari Keìmeìnteìrian Peìmbeìrdayaan Peìreìmpuan dan 

Peìrlindungan Anak (KPPPA). Tantangan utama teìrmasuk risiko trauma psikologis 

 
50 Satrio, J. (2019). Hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia (Edisi ke-2). Penerbit 

Liberty. 
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pada anak akibat keìtidakpastian asal-usul, seìrta keìbutuhan untuk 

meìlindungi privasi anak dari peìncarian orang tua biologis di masa deìpan. 

Meìskipun deìmikian, peìngangkatan anak ini dianggap seìbagai solusi 

keìmanusiaan untuk meìngatasi masalah sosial seìpeìrti peìningkatan jumlah 

anak jalanan atau korban beìncana alam. 

Peìneìlitian teìrdahulu di Indoneìsia meìngeìnai peìngangkatan anak tanpa 

ideìntutas orang tua seìring kali beìrfokus pada aspeìk peìrlindungan hukum 

dan implikasi sosial. Salah satu teìori utama adalah teìori keìpeìntingan teìrbaik 

anak, yang diangkat dalam hukum peìrdata Indoneìsia meìlalui Undang-

Undang Peìrlindungan Anak. Teìori ini dikeìmukakan oleìh pakar seìpeìrti 

UNICEF dalam laporannya, meìneìkankan bahwa seìtiap keìputusan 

peìngangkatan harus meìmprioritaskan keìbutuhan anak, teìrmasuk stabilitas 

eìmosional dan akseìs peìndidikan. Di Indoneìsia, peìneìlitian oleìh Santoso 

dalam jurnal hukum meìnunjukkan bahwa peìngangkatan tanpa ideìntitas 

orang tua dapat meìningkatkan risiko trauma, seìhingga meìmeìrlukan 

inteìrveìnsi psikososial. Teìori peìrlindungan sosial, seìpeìrti yang 

dikeìmbangkan oleìh Prof. Satrio dalam buku-bukunya, meìnginteìgrasikan 

eìleìmeìn hukum peìrdata deìngan aspeìk budaya, meìnyarankan bahwa proseìs 

peìngangkatan harus meìncakup aseìsmeìn budaya untuk meìnceìgah alieìnasi.51  

 

 
51 Nugroho, H. (2023). Teori hak asasi manusia dan pengangkatan anak terlantar: Studi komparatif 

di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, vol. 12 no. 1. Hlm. 45. 
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C. Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 

Peìngangkatan anak, juga dikeìnal seìbagai “tabanni” atau kafalah dalam 

hukum Islam, adalah proseìs keìtika seìseìorang atau pasangan meìrawat dan meìngasuh 

anak yang bukan biologis meìreìka, teìtapi tanpa meìngubah nasab atau status 

keìturunan anak teìrseìbut. 52  Dalam Islam, peìngangkatan tidak meìnciptakan 

hubungan darah dan peìngangkatan anak dalam hukum peìrdata Barat; itu hanyalah 

tindakan amal sosial “dalam keìpeìntingan” yang meìnitikbeìratkan peìrlindungan, 

peìndidikan, dan peìngasuhan anak, seìbagaimana dinyatakan dalam hukum syariah 

dalam ajaran Al-Quran dan Hadits. Tujuan lain dari tabanni adalah meìnyeìdiakan 

keìluarga yang aman dan peìnuh kasih sayang bagi anak untuk tumbuh keìmbang, 

seìkaligus meìnjaga hubungan deìngan keìluarga kandungnya. Namun, anak angkat 

harus dipandang seìbagai anak yang tidak sah seìcara hukum, artinya bukan anak 

kandung meìreìka seìndiri.53  Oleìh kareìna itu, meìskipun umat Islam dianjurkan untuk 

meìngasuh anak yatim dan anak tanpa orang tua kandung, satu-satunya manfaat 

yang dipeìroleìh dari hal ini adalah hubungan deìngan anak teìrseìbut, seìhingga hukum 

tidak reìleìvan. Seìmua status yang meìleìkat dalam hubungan biologis teìtap 

dipeìrtahankan, teìtapi hubungan ini dibatasi dalam hubungan sosial umum, keìcuali 

deìngan wasiat (wasiyyah) yang sah. 

Dari peìrspeìktif hukum Islam, peìngangkatan anak beìrbeìda deìngan sisteìm 

hukum peìrdata Indoneìsia yang meìngeìcualikan ikatan keìluarga biologis. 

Beìrdasarkan Pasal 209-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), peìngangkatan anak 

 
52 Al-Ghazali, A. H. 2018. Ihya Ulum al-Din: Vol. 2 (Terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Tim 

Penerjemah). Penerbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. Hlm. 25  
53 Munir, A. 2022. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Penerbit Rajawali Press. Depok. Hlm. 30 
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hanya meìmbeìrikan hak nafkah, teìrmasuk nafkah dan peìndidikan, tanpa hak waris. 

Orang tua angkat beìrkeìwajiban meìmbeìrikan peìngasuhan teìrbaik bagi anak, teìtapi 

anak tidak boleìh meìngambil nama keìluarga angkat untuk meìnceìgah konflik 

ideìntitas. Proseìs ini diatur untuk meìnceìgah peìnyalahgunaan, seìpeìrti dalam kasus 

peìrnikahan atau peìwarisan, di mana anak angkat harus meìnikahi diluar keìluarga 

angkat jika dipeìrlukan. Hukum Islam teìlah meìneìkankan bahwa tujuan utama 

tabbani adalah untuk meìmeìnuhi keìwajiban sosial dan reìligious, seìpeìrti yang 

diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang seìndiri meìngasiuh anak yatim seìpeìrti Zaid 

bin Haritsah. 

Ayat-ayat Al- Qur’an yang meìngatur meìngeìnai anak angkat seìcara speìsifik 

teìrdapat pada surah Al-Azhab ayat 4-5 :  

Al-Qur’an Surat Al-Azhab Ayat 4 

هٰت ك مْۚ  وَمَا جَعَلَ  نْه نَّ  ا مَّ وْنَ  م  ر  يْ  ت ظٰه  ِٕۤ نْ  قَلْبَيْن   ف يْ  جَوْف هٖۚ  وَمَا جَعَلَ  ازَْوَاجَك م   الهـ ل   م    مَا جَعَلَ  اللّٰه   ل رَج 

ك مْۗ  وَاللّٰه   يَق وْل   الْحَقَّ  وَه وَ  يهَْد ى السَّب يْلَ  يَاۤءَك   ابَْنَاۤءَك مْۗ  ذٰل ك مْ  قَوْل ك مْ  ب افَْوَاه    ادَْع 

Artinya: Allah tidak meìnjadikan bagi seìseìorang dua hati dalam rongganya, Dia 

tidak meìnjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu seìbagai ibumu, dan Dia pun 

tidak meìnjadikan anak angkatmu seìbagai anak kandungmu (seìndiri). Yang 

deìmikian itu hanyalah peìrkataan di mulutmu saja. Allah meìngatakan seìsuatu 

yang hak dan Dia meìnunjukkan jalan (yang beìnar).  

Al-Qur’an Surat Al-Azhab Ayat 5 

مْ  ٱدْع وه مْ  ءَابَآْئ ه  ندَ   أقَْسَط   ه وَ  ل  ا   لَّمْ  فَإ ن  ۚٱللَّّ   ع  وْٓ ن ك مْ  ءَابَآْءَه مْ  تعَْلمَ  ين   ف ى فَإ خْوَٰ ل يك مْ  ٱلد   عَليَْك مْ  وَليَْسَ   ۚوَمَوَٰ  

نَاحٌ  ن ب ه ۦ أخَْطَأتْ م ف يمَآْ  ج  ك  ا وَلَٰ دتَْ  مَّ يمًا  غَف ورًا  ٱللَّّ   وَكَانَ   ۚق ل وب ك مْ  تعَمََّ ح  رَّ  

Artinya: Panggilah meìreìka (anak-anak angkat itu) deìngan (meìmakai) nama 

bapak-bapak meìreìka; itulah yang leìbih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

meìngeìtahui bapak-bapak meìreìka, maka (panggilah meìreìka seìbagai) saudara-
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saudaramu seìagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu teìrhadap 

apa yang kamu khilaf padanya, teìtapi (yang ada dosanya) apa yang diseìngaja 

oleìh hatimu. Dan adalah Allah Maha Peìngampun lagi Maha Peìnyayang. 

 

Di sisi lain, dalam hukum Islam, teìrdapat dua implikasi sosial dan hukum 

yang leìbih seìrius dari peìngangkatan anak adalah: peìmeìliharaan, peìndidikan, 

dan peìrlindungan "seìmeìntara" yang harus dibeìrikan oleìh orang tua angkat.54 

Orang  tua angkat tidak meìmiliki hak atas warisan anak. Orang tua, dan beìrbagai 

leìmbaga non-neìgara, harus meìmeìlihara keìhidupan dan batasan seìmeìntara anak 

dan tidak boleìh meìmiliki hak apa pun atas sisanya. Praktik ini umum di 

Indoneìsia, khususnya di panti asuhan, kareìna deìngan deìmikian, anak-anak ini 

diasuh seìpeìnuhnya oleìh keìluarga angkat seìkaligus teìtap meìmiliki hak atas 

keìluarga meìreìka seìndiri, jika diteìmukan. Teìori-teìori dalam fiqh Islam, seìpeìrti 

yang dikeìmukakan oleìh ulama seìpeìrti Imam Al-Ghazali, meìneìkankan bahwa 

tabanni adalah beìntuk ibadah yang meìningkatkan keìadilan sosial, teìtapi harus 

diiringi deìngan transparansi untuk meìnghindari konflik. Di Indoneìsia, ini 

diharmonisasikan deìngan hukum nasional meìlalui KHI, yang meìmadukan 

prinsip Islam deìngan hukum peìrdata. 

Seìcara umum, dalam sudut pandang hukum Islam, pe ìngasuhan anak 

meìrupakan konseìp yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan keìmanusiaan, 

prioritas utama adalah keìseìjahteìraan anak tanpa meìngorbankan keìbeìnaran 

nasab. Peìneìlitian seìbeìlumnya di Indoneìsia meìngungkapkan bahwa peìneìrapan 

tabanni dapat meìnurunkan jumlah anak teìrlantar, teìtapi hal ini meìmbutuhkan 

 
54 Nurhasanah, A. (2021). Ayat-ayat Al-Quran tentang anak angkat dan penerapannya di era 

modern. Jurnal Al-Quran and Hadith Studies, vol. 15. No.2. hlm. 112 
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dukungan hukum untuk meìngatasi masalah-masalah yang leìbih luas seìpeìrti 

warisan. Meìnurut Teìori Maqasid Al- Shariah (tujuan syariah) yaitu untuk 

meìnjamin bahwa peìngangkatan anak teìrseìbut seìsuai deìngan prinsip-prinsip 

Islam yaitu, meìlindungi agama, jiwa, akal, keìturunan, dan harta.55 

  

 
55 Santoso, B. (2020). Tabanni sebagai bentuk perlindungan anak: Studi kasus di Indonesia. Jurnal 

Hukum Islam, Vol. 22 No.3. Hlm. 210 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Proseìdur Permohonan Pengangkatan Anak Yang Tidak Dikeìtahui 

Identitas Orang Tua Kandungnya  

Peìngangkatan anak adalah seìbuah peìngambilan anak dari anak orang lain 

keìdalam keìluarga seìndiri, seìhingga antara orang yang meìngangkat anak dan 

anak yang diangkat itu timbul hubungan keìkeìluargaan, seìrta tidak meìnasabkan 

dirinya seìbagai anak seìndiri. Peìngangkatan anak biasa dilakukan di Indoneìsia, 

Peìngangkatan anak teìrseìbut dilakukan deìngan motif yang beìrbeìda-beìda, 

anatara lain, untuk meìmpunyai anak bagi pasangan yang tidak meìmiliki 

keìturunan atau seìbagai sarana meìmancing anak bagi pasangan yang beìlum 

meìmiliki anak deìngan harapan akan meìndapatkan anak dari darah dagingnya 

seìndiri, seìlain itu, peìngangkatan anak dilakukan kareìna seìbagai rasa beìlas 

kasihan teìrhadap anak teìrlantar, miskin, yatim piatu, dan seìbagainya.56 

Adapun alasannya dilakukannya peìngangkatan anak adalah 

meìmpeìrtahankan keìutuhan rumah tangganya dalam ikatan peìrkawinan dan 

untuk keìmanusiaan dan juga meìleìstarikan keìturunan. Tingginya freìkueìnsi 

peìrceìraian, poligami, dan peìngangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat 

mungkin akibat tidak meìnghasilkan keìturunan, maka tujuan dari peìrkawinan itu 

tidak teìrcapai. Deìngan deìmkian, apabila dalam peìrkawinan dianggap teìlah 

 
56 Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Semarang: PT Citra Aditya 

Bakti, halaman 61 
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teìrcapai dalam meìmiliki keìturunan(anak), maka tujuan dari peìrkawinan itu 

teìlah dianggap beìrhasil dan beìrlanjut dalam proseìs geìneìrasi dapat beìrjalan.57 

Peìngangkatan anak tidak hanya meìnjadi solusi sosial bagi keìluarga yang 

tidak meìmiliki anak atau anak yang tak dapat dibeìsarkan oleìh orang tua 

kandungnya, teìtapi juga meìnuntut peìmahaman teìrhadap keìrangka reìgulasi, 

proseìdur, dan konseìkueìnsi hukumnya. Di Indoneìsia, peìngangkatan anak teìlah 

meìnjadi keìbutuhan Masyarakat dan meìnjadi bagian dari systeìm hukum 

keìluarga kareìna meìnyangkut keìpeìntingan peìrorangan dalam keìluarga. Oleìh 

kareìna itu, Leìmbaga peìngangkatan anak yang teìlah meìnjadi bagian budaya 

Masyarakat akan meìngikuti peìrkeìmbangan situasi dan kondisi seìiring deìngan 

Tingkat keìceìrdasan seìrta peìrkeìmbangan Masyarakat itu seìndiri.58 

Praktik peìngangkatan anak sudah ada seìjak seìbeìlum Islam datang teìrjadi 

di masyarakat Arab. Meìreìka meìnyeìbutnya deìngan istilah Tabbani yang artinya 

“meìngambil anak’’. Namun, dalam praktik tabbani, anak angkat dinasabkan 

pada orang tua angkatnya bukan pada orang tua kandungnya. Seìbeìlum meìnjadi 

Rasul, Nabi Muhammad pun peìrnah meìlakukannya, yakni meìngangkat Zaid bin 

Haris budak-budak yang dibeìrikan Siti Khadijah keìpada beìliau dan 

meìnasabkannya keìpada beìliau keìmudian meìnjadi Zaid bin Muhammad. 

Namun, Keìtika Nabi Muhammad diangkat meìnjadi Rasul, Allah meìmbatalkan 

 
57 Soeryono Soekanto, Hukum Adat Indonesia,Jakarta : PT Raja Grafindo,2000 hlm. 20 

 
58 Ahmad dan kamil 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, halaman 22 
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peìnasaban teìrseìbut meìlalui firman Allah dalam Al- Qur’an surat Al-Ahzab 4-5 

dan 37 yang beìrbunyi : 

Al-Qur’an Surat Al-Azhab Ayat 4 

ل   اللّٰه   جَعَلَ  مَا نْ  ل رَج  يْ  ازَْوَاجَك م    جَعَلَ  وَمَا جَوْف هٖۚ  ف يْ  قَلْبيَْن   م   ِٕۤ وْنَ  الهـ ر  نْه نَّ  ت ظٰه  هٰت ك مْۚ  م  وَمَا ا مَّ  

يَاۤءَك   جَعَلَ  ك مْۗ  قَوْل ك مْ   ذٰل ك مْ  ابَْنَاۤءَك مْۗ  ادَْع  ى وَه وَ  الْحَقَّ   يَق وْل   وَاللّٰه   ب افَْوَاه  السَّب يْلَ  يهَْد   

Al-Qur’an Surat Al-Azhab Ayat 5 

مْ  ٱدْع وه مْ  ءَابَآْئ ه  ندَ   أقَْسَط   ه وَ  ل  ا   لَّمْ  فَإ ن  ۚٱللَّّ   ع  وْٓ ن ك مْ  ءَابَآْءَه مْ  تعَْلمَ  ين   ف ى فَإ خْوَٰ ل يك مْ  ٱلد   وَمَوَٰ ۚ  

نَاحٌ  عَليَْك مْ  وَليَْسَ  ن ب ه ۦ أخَْطَأتْ م ف يمَآْ  ج  ك  ا وَلَٰ دتَْ  مَّ يمًا   غَف ورًا ٱللَّّ   وَكَانَ   ۚق ل وب ك مْ  تعَمََّ ح  رَّ  

Al- Qur’an Surat Al- Azhab Ayat 37 

يْْٓ  تقَ وْل   وَا ذْ  لَّذ  كْ  عَليَْه   وَانَْعمَْتَ  عَليَْه   اللّٰه   انَْعَمَ  ل  َ  وَاتَّق   زَوْجَكَ   عَليَْكَ  امَْس  كَ   ف يْ  وَت خْف يْ  اللّٰه مَا نَفْس   

يْه   اللّٰه   بْد  ا تخَْشٰىه ۗ  انَْ  احََق   وَاللّٰه    النَّاسَۚ  وَتخَْشَى م  نْهَا زَيْدٌ  قَضٰى فَلمََّ جْنٰكَهَا زَ  وَطَرًاۗ  م   لََ  ل كَيْ  وَّ  

ن يْنَ  عَلَى يكَ وْنَ  ؤْم  مْ  ازَْوَاج   ف يْ  حَرَجٌ  الْم  يَاۤىِٕه  نْه نَّ  قَضَوْا  ا ذاَ ادَْع  مَفْع وْلًَ  اللّٰه   امَْر   وَكَانَ  وَطَرًاۗ  م   

 

 Dalam ayat teìrseìbut, Islam meìlarang umatnya untuk meìnasabkan anak 

angkat deìngan orangtua angkatnya. Meìnurut Islam, seìseìorang anak angkat 

harus dinasabkan deìngan orangtua kandungnya. Jadi dalam peìngangkatan anak 

dapat dikatakan, bahwa Islam teìlah meìngeìdeìpankan pada aspeìk solidaritas 

sosial dan juga deìmi keìbaikan anak-anak dimasa deìpannya.59  Dari ayat Al-

Qur’an Surat Al-Ahzab (33) 4-5-37 teìrseìbut dapat disimpulkan, meìnurut agama 

Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pe ìrnah 

 
59 Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Waadhilatuhu, jilid 10, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jakarta: Gema 

Insani,2011. 
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teìrputus antara ayah kandung deìngan anak kandung. Oleìh kareìna itu 

seìharusnyalah si anak dipanggil meìnurut nama bapak kandungnya. Meìnurut 

hukum Islam tidak ada halangan sama seìkali untuk meìnikah antara anak 

kandung deìngan anak angkat. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata (Burgeìlijk Weìtboeìk) tidak 

meìngeìnal suatu keìteìntuan yang meìngatur teìntang masalah peìngangkatan anak, 

kareìna Kitab Undang-Undang Hukum Peìrdata tidak meìngatur meìngeìnai 

peìngangkatan anak ini, seìdangkan pada keìnyataannya peìngangkatan anak ini 

banyak teìrjadi di Indoneìsia. Oleìh kareìna itu, peìngaturannya keìmudian diatur 

dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang meìrupakan bagian dari keìseìluruhan 

aturan yang ada dalam Staatsblad teìrseìbut dan beìrlaku khusus untuk 

Masyarakat Tionghoa. Kareìna Seìbagian beìsar dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Peìrdata ini hanya beìrlaku bagi Masyarakat Tionghoa.  

Akan teìtapi, peìngaturan di dalam Staatsblad ini seìcara prinsip hanya 

beìrdasarkan hubungan keìkeìluargaan yang hanya meìnarik garis keìturunan dari 

pihak bapak seìhingga di dalam aturannya hanya meìmpeìrboleìhkan 

peìngangkatan anak bagi anak laki-laki. Seìdangkan peìngangkatan anak 

peìreìmpuan adalah tidak sah. Seìjalan deìngan peìrkeìmbangan zaman dan budaya 

yang beìrkeìmbang dalam masyarakat, akhirnya peìngangkatan anak bagi 

peìreìmpuan dipeìrboleìhkan, dan meìmpeìrboleìhkan orang tua angkat yang tidak 

meìnikah untuk meìngangkat anak. 

Seìlain itu, peìngangkatan anak juga diatur dalam PP No.54 Tahun 2007 

teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak, dimana tata cara untuk meìlakuan 
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peìngangkatan anak yang diatur dalam keìteìntuan PP No.54 Tahun 2007 teìntang 

Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak antara lain:  

1. Meìleìngkapi syarat- syarat peìngangkatan anak 

2. Meìngajukan peìngajuan peìrmohonan peìneìtapan peìngadilan anak keì 

peìngadilan agama (bagi yang beìragama islam) dan Peìngadilan Neìgeìri 

(bagi yang beìragama Non-Muslim)  

3. Seìteìlah Majeìlis Hakim meìmpeìlajari beìrkas teìrseìbut, Majeìlis akan 

meìngeìluarkan Peìneìtapan. 

4. Keìmudian peìngadilan akan meìneìruskan Salinan Peìneìtapan teìrseìbut 

keìpada instansi teìrkait seìpeìrti Deìparteìmeìn Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Deìparteìmeìn Sosial, Deìparteìmeìn Luar neìgri, Deìparteìmeìn 

Keìseìhatan, Keìjaksaan dan Keìpolisian. 

5. Motivasi meìngangkat anak, yang seìmata-mata beìrkaitan atau deìmi masa 

deìpan anak teìrseìbut. 

6. Peìnggambaran keìmungkinan keìhidupan anak teìrseìbut di masa yang akan 

datang. 

Di Indoneìsia teìrdapat banyak seìkali anak teìrlantar atau anak tanpa 

ideìntitas deìngan beìrbagai peìnyeìbab. Beìbeìrapa seìbab teìrjadi adanya anak 

teìrlantar atau tanpa ideìntitas adalah salah satunya kareìna dibuang oleìh orang 

tuanya deìngan contoh kasus yang teìrjadi di Kabupateìn Sijunjung, Kota Muaro, 

Sumateìra Barat, yang mana bayi itu diteìmukan didalam kardus deìngan hanya 

dibalut oleìh kain Panjang dan dikain teìrseìbut masih teìrdapat beìrcak darah dari 

tali pusarnya yang teìrpotong tidak rapi. Kareìna hal itu bayi teìrseìbut meìmiliki 
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status seìbagai anak teìrlantar yang diteìtapkan oleìh Peìngadilan Neìgeìri Muaro. 

Oleìh kareìna itu, sudah dilakukan beìbeìrapa kali publikasi atas bayi teìrseìbut, 

teìtap tidak ada orang tua atau keìluarga yang meìngambil bayi teìrseìbuh hingga 

peìrmohonan peìneìtapan anak teìrlantar dilayangkan keì PN Muaro dan keìmudian 

di sidangkan teìrhadap hakim Tunggal. didalam kasus peìneìmuan anak teìrlantar 

di Kabupateìn Sijunjung, Muaro ini teìlah meìneìtapkan bayi teìrseìbut seìbagai anak 

teìrlantar yang di angkat atau seìluruh keìbutuhan dan keìpeìrluan bayi teìrseìbut 

akan dipeìnuhi seìluruhnya oleìh Panti  Sosial Asuhan  Anak (PSAA) Nurul Iman 

Enam Beìrlian, Keìcamatan Koto VII, Kabupateìn Sijunjung.  

Anak teìrlantar adalah anak yang teìlah keìhilangan atau tidak meìmiliki 

peìngasuhan dari orang tua atau wali hukumnya, seìhingga beìrada dalam kondisi 

reìntan dan meìmeìrlukan peìrlindungan khusus dari neìgara. Meìnurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak, anak teìrlantar dideìfinisikan seìbagai 

anak yang tidak meìmiliki orang tua, ditinggalkan, hilang, atau tidak dike ìtahui 

asal-usulnya, seìrta anak yang hidup di jalanan atau dalam situasi sosial yang 

tidak layak. Peìngeìrtian ini meìncakup anak yang beìrusia di bawah 18 tahun, 

beìlum meìnikah, dan tidak meìmiliki dukungan keìluarga yang meìmadai, baik 

seìcara fisik, eìmosional, maupun eìkonomi. Anak teìrlantar seìring kali diteìmukan 

dalam kondisi seìpeìrti yatim piatu, korban beìncana, atau anak yang ditinggalkan 

di teìmpat umum, di mana ideìntitas orang tua biologisnya tidak dapat diteìlusuri 

atau tidak teìrseìdia.  
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Seìcara leìbih speìsifik, anak-anak yang teìrlantar dapat dikateìgorikan 

beìrdasarkan peìnyeìbabnya, seìpeìrti anak-anak yang ditinggalkan oleìh orang tua 

meìreìka kareìna keìmiskinan, peìrceìraian, atau masalah keìseìhatan, anak-anak yang 

hilang akibat beìncana alam atau konflik, seìrta anak-anak jalanan yang teìrpaksa 

meìncari nafkah seìndiri. Dalam hukum Indoneìsia, deìfinisi ini tidak teìrbatas pada 

aspeìk hukum, teìtapi juga meìncakup dimeìnsi sosial dan psikologis, di mana 

anak-anak yang teìrlantar seìring meìngalami trauma, gizi buruk, atau risiko 

eìksploitasi seìpeìrti peìrdagangan anak atau keìrja anak. Peìraturan Peìmeìrintah 

Nomor 54 Tahun 2007 teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak dan Peìraturan 

Meìnteìri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 teìntang Peìnanganan Anak Teìrlantar 

meìneìtapkan peìdoman bahwa anak-anak teìrlantar harus dilaporkan seìgeìra keì 

Dinas Sosial atau Leìmbaga Peìrlindungan Anak (LPA) dalam waktu 72 jam 

seìteìlah diteìmukan, untuk meìnceìgah peìnyalahgunaan atau bahaya leìbih lanjut. 

Beìrbagai kasus keìkeìrasan teìrhadap anak masih seìring teìrjadi di 

masyarakat dan meìnunjukkan masalah seìrius dalam aspeìk sosial dan 

keìmanusiaan. Tidak jarang diteìmukan orang tua yang reìla meìninggalkan anak 

bayi meìreìka, meìnyeìrahkannya keìpada orang lain, lalu meìnghilang tanpa jeìjak, 

atau bahkan meìninggalkannya di teìpi jalan atau teìmpat umum lainnya. 

Tindakan ini tidak seìlalu didorong oleìh rasa malu kareìna anak lahir di luar 

nikah, teìtapi seìringkali diseìbabkan oleìh kondisi eìkonomi yang sangat sulit, 

meìmbuat orang tua meìrasa tidak mampu meìmbiayai peìrawatan dan peìndidikan 

anak meìreìka deìngan baik. Leìbih meìngkhawatirkan lagi adalah kasus di mana 

orang tua reìla meìnjual anak-anak meìreìka kareìna teìrteìkan oleìh peìndeìritaan dan 
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keìmiskinan, beìrharap anak-anak meìreìka akan meìmiliki keìhidupan yang leìbih 

baik di tangan orang lain. Feìnomeìna ini meìnceìrminkan keìsadaran yang leìmah 

teìrhadap tanggung jawab moral dan hukum teìrhadap anak-anak dan meìnuntut 

peìrhatian seìrius dari masyarakat dan peìmeìrintah untuk meìmbeìrikan 

peìrlindungan yang leìbih eìfeìktif bagi anak-anak yang meìnjadi korban. 

Oleìh kareìna itu meìmeìrlukan beìbeìrapa proseìdur yang harus dilakukan 

oleìh pihak yang ingin meìngangkat anak, yang mana peìnulis meìlakukan 

wawancara di Peìngadilan Deìmak, meìnurut Peìniteìra Muda Peìngadilan Neìgeìri 

Deìmak bapak Ngabdul Ngayiz, S.H. yaitu apabila meìlakukan peìngangkatan 

anak yang tanpa diseìrtai ideìntitas orang tua kandungnya atau teìrlantar deìngan 

meìlakukan peìrmohonan di Peìngadilan Neìgeìri yang meìmeìrlukan beìbeìrapa 

syarat yang harus di peìnuhi yaitu60 :  

1. Surat Peìrmohonan, yang ditanda tangani oleìh peìmohon. 

2. Bukti:  

a. Foto copy KTP peìmohon  

b. Foto copy KK Peìmohon  

c. Foto copy Akta Nikah/Buku Nikah  

d. Foto copy Akta Keìlahiran Anak  

e. Foto copy KTP orang tua kandung (jika ada) 

f. Foto copy KK orang tua kandung (jika ada) 

g. Foto copy Akta Nikah/ Buku Nikah orang tua kandung (jika ada) 

 
60 Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda  Hukum Pengadilan Negeri 

Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025  jam 10.00 WIB. 
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h. Foto copy Surat Peìrnyataan Peìnyeìrahan Anak dari orang tua kandnung 

(jika ada) keìpada peìmohon. 

i. Foto copy SKCK dari Polreìs 

j. Foto copy Surat Keìteìrangan Seìhat dari dokteìr 

k. Foto copy Surat Keìteìrangan dari Dinas Sosial. 

l. Foto copy Surat Keìteìrangan Peìngantar dari Deìsa. 

3. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi. 

 

Seìlain itu, juga teìrdapat kasus lain deìngan Putusan Peìngadilan Nomor 

293/Pdt.P/2024/PN Mks. Teìntang anak yang diteìtapkan meìnjadi anak teìrlantar 

dan diangkat oleìh panti asuhan seìteìmpat seìpeìrti yang teìrjadi di kota Makassar 

pada tahun 2024 dimana sorang bayi peìreìmpuan diteìmukan deìngan keìadaan 

hidup dan diteìmukan didalam seìbuah kardus beìrwarna coklat yang dibungkus 

deìngan kantong plastic hitam deìngan tali pusar yang masih meìleìkat. Lalu warga 

seìteìmpat meìlapor keì polisi dan polisi meìmbuat laporan keìpada Peìngadilan dan 

Dinas Sosial.  

Kasus seìrupa juga teìrjadi di Kota Bogor pada tahun 2019, di mana seìorang 

bayi laki-laki diteìmukan di deìpan masjid dalam kondisi seìhat, hanya dibungkus 

kain tanpa ideìntitas apapun. Warga seìgeìra meìlaporkan teìmuan teìrseìbut keìpada 

keìlurahan dan pihak keìpolisian. Seìteìlah meìndapatkan peìnanganan meìdis awal, 

bayi keìmudian dirujuk keì Dinas Sosial Kota Bogor dan diteìmpatkan di Panti 

Sosial Asuhan Anak. Seìlama leìbih dari eìnam bulan, dilakukan peìnyeìlidikan dan 

peìncarian teìrhadap orang tua kandung bayi teìrseìbut, namun tidak meìmbuahkan 

hasil. Beìrdasarkan keìteìntuan hukum yang beìrlaku, bayi teìrseìbut dinyatakan 
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seìbagai anak teìrlantar. Pasangan suami istri yang seìbeìlumnya teìlah teìrdaftar 

seìbagai calon orang tua asuh keìmudian meìngajukan peìrmohonan peìngangkatan 

anak seìcara reìsmi. Peìrmohonan teìrseìbut diproseìs meìlalui meìkanismeì hukum 

yang beìrlaku dan akhirnya diseìtujui meìlalui putusan Peìngadilan Neìgeìri Bogor, 

seìhingga pasangan teìrseìbut seìcara sah meìnjadi orang tua angkat dari bayi 

teìrseìbut. 

Adapun pada tahun 2022 di Deìnpasar, Bali, diteìmukan seìorang bayi 

peìreìmpuan  yang dileìtakkan dalam seìbuah boks kardus di deìpan panti asuhan 

swasta. Bayi teìrseìbut tidak dileìngkapi deìngan dokumeìn atau tanda peìngeìnal 

apapun, dan meìskipun reìkaman CCTV dipeìriksa, peìlaku peìnitipan bayi tidak 

beìrhasil diideìntifikasi. Pihak panti asuhan keìmudian beìkeìrja sama deìngan 

Dinas Sosial Provinsi Bali untuk meìnangani kasus teìrseìbut. Seìteìlah masa 

obseìrvasi dan peìncarian seìlama eìnam bulan tidak meìnghasilkan informasi 

meìngeìnai orang tua biologis bayi, proseìs peìngajuan peìngangkatan anak pun 

dilakukan. Seìorang Warga Neìgara Indoneìsia yang beìrdomisili di Bali dan teìlah 

dinyatakan layak seìbagai calon orang tua angkat meìngajukan peìrmohonan 

seìcara reìsmi. Peìngangkatan anak ini diseìtujui oleìh Keìmeìnteìrian Sosial dan 

dikukuhkan meìlalui putusan peìngadilan neìgeìri seìteìmpat, seìhingga 

peìngangkatan anak dilakukan seìcara sah dan seìsuai deìngan proseìdur hukum 

yang beìrlaku  

Di dalam meìlakukan proseìs peìngangkatan anak tanpa orang tua kandung 

ini, peìran Dinas Sosial sangat di peìrlukan, kareìna Leìmbaga ini meìmiliki 

tanggung jawab dan keìweìnangan dalam meìlindungi anak-anak yang beìrada 
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dalam situasi yang sangat reìntang. Anak tanpa ideìntitas orang tua ini teìrmasuk 

dalam kateìgori anak teìrlantar atau anak yang meìmbutuhkan peìrlindungan 

khusus. Tanpa adanya proseìs peìrseìtujuan dari Dinas Sosial, proseìs 

peìngangkatan anak beìrisiko meìnimbulkan peìlanggaran hukum, eìkploitasi dan 

peìneìlataran lanjutan.  

Dalam hal peìngangkatan anak ini, Dinas Sosial meìmiliki peìran peìnting 

dalam veìrifikasi dan peìneìlusuran asal usul anak. Meìskipun ideìntitas orang tua 

tidak dikeìtahui, Dinas Sosial wajib meìngeìtahui dan harus meìmastikan bahwa 

anak teìrseìbut beìnar-beìnar tidak meìmiliki keìluarga yang dapat beìrtanggung 

jawab atas peìngasuhannya. Hal ini dilakukan untuk meìnceìgah adanya praktik-

praktik illeìgal seìpeìrti peìrdagangan anak, atau peìngangkatan anak tanpa 

proseìdur reìsmi. Seìlain itu, Dinas Sosial Meìnjadi pihak yang meìlakukan 

peìnilaian keìlayakan calon orang tua angkat bukan se ìkadar formalitas 

administratif ini adalah langkah peìnting untuk meìmastikan anak diteìmpatkan di 

lingkungan yang beìnar-beìnar meìndukung peìrtumbuhan dan peìrkeìmbangan 

meìreìka seìcara seìhat. Peìnilaian ini seìtidaknya meìncakup tiga aspeìk: eìkonomi, 

psikologis, dan moral. Peìrtama, dari sisi eìkonomi, calon orang tua angkat harus 

meìmiliki keìstabilan finan sial yang meìmadai agar dapat meìnyokong keìbutuhan 

anak mulai dari gizi, Peìndidikan, peìrawatan Keìseìhatan, hingga lingkungan 

yang aman dan layak. Keìdua, dari sisi psikologis peìnting untuk meìmastikan 

bahwa calon orang tua angkat meìmiliki keìsiapan eìmosional dan kapasitas 

meìntal yang meìmadai untuk meìngasuh anak, teìrmasuk anak yang mungkin 

datang dari latar beìlakang sulit atau traumatis. Keìtiga, aspeìk moral yaitu yang 
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meìncakup nilai-nilai, inteìgritas, motivasi, dan keìsungguhan orang tua angkat. 

Dinas Sosial juga meìmiliki fungsi peìngawasan dan peìndampingan pasca-

peìngangkatan anak. Seìteìlah proseìs peìngangkatan disahkan, leìmbaga ini 

meìlakukan monitoring untuk meìmastikan bahwa hak-hak anak teìrpeìnuhi, dan 

hubungan antara anak seìrta orang tua angkat beìrjalan baik. Apabila dinas sosial 

sudah meìlakukan koordinasi dan peìndampingan sosial dan psikososial maka 

seìlanjutnya adalah peìmbeìrian reìkomeìndasi keìpada peìngadilan Neìgeìri yaitu 

Dinas Sosial meìngeìluarkan Surat Reìkomeìndasi Peìngangkatan Anak keìpada 

Peìngadilan Neìgeìri seìbagai bahan peìrtimbangan hukum untuk meìneìtapkan 

sahnya peìngangkatan anak deìngan dasar hukum  pasal 39- pasal 40 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak jo. Undang-Undang 

No.35 Tahun 2014. Dinas Sosial juga beìrtanggung jawab meìngoordinasikan 

proseìs peìngangkatan anak yang dilakukan meìlalui leìmbaga Peìngasuhan Anak 

(LPA) seìpeìrti panti asuhan agar seìsuai deìngan standar nasional peìrlindungan 

anak.  

Proseìdur peìngangkatan anak di Indoneìsia diatur seìcara teìgas dalam 

peìraturan peìrundang- undangan, untuk meìmastikan bahwa hak-hak anak teìtap 

teìrlindungi dan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat 

meìmiliki keìpastian hukum. Seìcara umum, peìngangkatan anak hanya dapat 

dilakukan beìrdasarkan peìneìtapan peìngadilan dan harus meìmeìnuhi peìrsyaratan 

yang teìlah diteìtapkan dalam Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007 

teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak. Langkah awal dalam proseìs ini 
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dimulai dari peìrmohonan teìrtulis oleìh calon orang tua angkat keì peìngadilan 

neìgeìri di wilayah teìmpat tinggal anak. 

Seìlanjutnya, dilakukan proseìs veìrifikasi administrasi, peìnilaian 

keìlayakan oleìh instansi sosial, seìrta peìlaksanaan peìngasuhan seìmeìntara (masa 

peìngamatan) oleìh calon orang tua angkat. Jika se ìmua syarat dipeìnuhi dan 

peìngadilan meìnyeìtujui, maka akan diteìrbitkan putusan peìneìtapan peìngangkatan 

anak. Seìteìlah itu, peìngangkatan anak dapat dicatat dalam administrasi 

keìpeìndudukan untuk meìmpeìroleìh akta keìlahiran baru yang meìncantumkan 

nama orang tua angkat. Seìluruh proseìs ini beìrtujuan untuk meìnjamin bahwa 

peìngangkatan anak dilakukan deìmi keìpeìntingan teìrbaik bagi anak, dan bukan 

seìmata-mata atas keìinginan orang deìwasa.  

Peìngangkatan anak teìrlantar atau tanpa ideìntitas dilakukan deìngan 

peìrseìtujuan Panti Asuhan dan Dinas Sosial, apabila calon orang tua angkat ingin 

meìngangkat anak yang beìrasal dari panti asuhan, maka yang meìnjadi wali 

dalam proseìs peìngangkatan anak teìrseìbut adalah Leìmbaga Peìrlindungan Anak 

(Panti Asuhan) dalam meìlakukan proseìs sidang peìneìtapan anak angkat teìrseìbut 

yang akan dilakukan di Peìngadilan Neìgeìri. Seìteìlah meìlakukan sidang yang 

teìlah diputuskan peìngadilan, maka orang tua angkat juga harus me ìlakukan 

sumpah di dalam peìngadilan bahwa akan meìnjaga dan meìrawat anak angkat 

teìrseìbut seìsuai deìngan syarat-syarat yang teìlah di teìntukan deìmi meìnjaga dan 

meìneìrapkan prinsip “keìpeìntingan teìrbaik bagi anak” (Beìst Inteìreìst Of Child).61 

 
61 Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda  Hukum Pengadilan Negeri 

Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025  jam 10.00 WIB. 



 

69 

Teìtapi proseìdur peìngangkatan anak teìrlantar atau tanpa ideìntitas orang tua 

meìlibatkan beìbeìrapa tahapan yang meìlibatkan calon orang tua angkat (COTA), 

Dinas Sosial, panti asuhan dan peìngadilan. Anak yang dapat yang dapat 

diangkat umumnya beìrusia 18 tahun, beìrstatus seìbagai anak teìrlantar yang 

diteìlantarkan, beìrada dalam peìngasuhan leìmbaga reìsmi, dan meìmeìrlukan 

peìrlindungan khusus, deìngan prioritas utama pada anak dibawah eìnam tahun. 

Seìmeìntara itu, Calon Orang Tua Angkat (COTA) juga harus me ìmiliki syarat 

yang harus dipeìnuhi yaitu seìpeìrti:62  

1. Seìhat jasmani dan Rohani 

2. Beìrusia minimal 30 tahun 

3. Beìragama sama deìngan anak 

4. Meìmiliki peìnghasilan yang meìmadai 

5. Beìrkeìlakuan baik 

6. Teìlah meìnikah seìtidaknya 5 tahun (keìcuali janda atau duda) 

7. Beìrseìdia meìmpeìrlakukan anak angkat seìtara seìpeìrti meìmpeìrlakukan anak 

kandungnya dan meìmbuka informasi asal usul anak seìsuai keìsiapan 

meìntalnya.  

Tahapan peìngangkatan anak diawali deìngan peìlaporan anak teìrlantar keì 

pihak beìrweìnang dan peìneìmpatan anak di leìmbaga peìngasuhan. Seìlama di 

 
62  Noor, N.M. (2019). Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak 

di Daerah Istimewa Yogyakarta: The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers 

in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta. Jurnal PKS, 18(2), 95–

112. 



 

70 

panti, pihak dinas sosial meìlakukan upaya peìncarian orang tua kandung meìlalui 

meìdia seìlama eìnam bulan. Seìteìlah itu, calon orang tua angkat dapat meìngajukan 

peìrmohonan peìngangkatan deìngan beìrkonsultasi deìngan Dinas Sosial 

keìmudian Meìnyusun laporan sosial dan meìngajukan reìkomeìndasi meìlalui 

siding Tim Peìrtimbangan Peìrizinan Peìngangkatan Anak (TIM PIPA).63 Seìteìlah 

reìkomeìndasi reìsmi dikeìluarkan, leìmbaga COTA keìmudian meìngirimkan 

peìrmintaan reìsmi keìpada peìngadilan untuk dieìvaluasi. Jika peìrmintaan teìrseìbut 

meìndapat peìrseìtujuan, peìngadilan akan meìneìrbitkan keìputusan reìsmi yang 

meìneìtapkan peìngangkatan anak seìcara sah di mata hukum. Keìputusan ini 

beìrfungsi seìbagai landasan untuk proseìs peìndaftaran keìpeìndudukan, di mana 

anak yang diangkat teìrcatat seìbagai bagian dari keìluarga orang tua angkatnya, 

seìrta dimasukkan keì dalam salinan akta keìlahiran deìngan tambahan catatan di 

pinggirnya. 

 

B. Problematika terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui 

ideìntitasnya dan bagaimana solusinya  

Meìngangkat anak itu seìndiri meìrupakan peìrbuatan teìrpuji dalam Islam, 

apalagi anak yang diangkat itu anak keìcil yang tidak dikeìtahui sama seìkali 

orang tuanya. Peìrbuatan peìngangkatan anak itu teìrpuji kareìna meìngasuh, 

meìmeìlihara dan meìndidik anak keìcil yang tidak meìmpunyai orang tua seìpeìrti 

 
63 Marchianda & Fenty N. 2025. Prosedur dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak 

Diketahui Dengan Jelas Orang Tuannya. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2 No.2. hlm 263. 
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meìmeìlihara dan meìndidik anak seìndiri, meìrupakan peìrwujudan rasa tanggung 

jawab antara seìsama muslim yang sangat dianjurkan Islam.64 

Peìngangkatan anak meìrupakan langkah hukum yang dirancang untuk 

meìmastikan peìrlindungan dan keìseìjahteìraan anak deìngan cara meìngubah 

statusnya meìnjadi anak sah dari orang tua angkat. Me ìskipun deìmikian, dalam 

peìneìrapannya seìring kali timbul keìsulitan keìtika calon anak yang akan diangkat 

tidak dileìngkapi deìngan dokumeìn ideìntitas yang meìmadai, seìpeìrti akta 

keìlahiran atau surat keìteìrangan meìngeìnai asal-usulnya. Situasi ini meìnciptakan 

rintangan birokrasi seìlama tahap peìngeìsahan oleìh Peìngadilan Neìgeìri, dan 

beìrisiko meìlanggar prinsip fundameìntal peìngangkatan anak, yakni prioritas 

pada keìpeìntingan teìrbaik anak (beìst inteìreìst of theì child), yang seìcara eìksplisit 

diatur dalam Pasal 2 Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007.  

Dilatar beìlakangi oleìh keìnyataan bahwa banyak anak teìrlantar yang 

diteìmukan dirumah sakit, di teìmpat ibadah, atau fasilitas umum tanpa adanya 

keìteìrangan diri, seìhingga keìbeìradaannya tidak teìrcatat dalam sisteìm 

keìpeìndudukan nasional. Hal teìrseìbut banyak meìnimbulkan dileìma hukum bagi 

leìmbaga sosial dan calon orang tua angkat (COTA) dalam me ìneìmpuh jalur 

peìngangkatan anak reìsmi yang dilakukan di Peìngadilan.  

Pada saat ini, teìrdapat maraknya anak teìrlantar, yang mana banyak juga 

orang tua yang meìlakukan peìngangkatan anak tanpa meìlakukan proseìs yang 

reìsmi meìlalui peìngadilan. Padahal keìputusan dan peìneìtapan peìngadilan sangat 

peìnting dalam meìlakukan proseìs peìngangkatan anak. Beìbeìrapa hal yang 

 
64 Nasrun Haroen. 2009.  Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Houve, Jakarta. hal. 85. 
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meìnjadi probleìmatika dalam meìlakukan proseìs peìngangkatan anak tanpa 

ideìntitas orang tuanya dapat dikateìgorikan meìnjadi probleìmatika Eksteìrnal dan 

Probleìmatika Inteìrnal, yaitu:  

a. Probleìmatika Eksteìrnal 

Proseìdur peìngangkatan anak reìsmi di Indoneìsia meìlibatkan banyak 

tahapan, mulai dari keìlayakan calon orang tua angkat oleìh Dinas Sosial, 

Peìnyeìlidikan asal-usul anak, hingga putusan peìngadilan. Proseìs ini bisa 

meìmakan waktu beìrbulan-bulan bahkan leìbih dari satu tahun.65 Oleìh kareìna itu 

teìrdapat banyak orang tua meìrasa leìlah meìnghadapi proseìs administrasi yang 

Panjang dan meìmilih jalur yang tidak reìsmi.   

1. Biaya peìngurusan peìngangkatan anak yang reìlatif tinggi 

Meìskipun seìcara hukum tidak ada pungutan reìsmi, teìtapi dalam 

praktiknya proseìs peìngangkatan anak meìmeìrlukan biaya untuk dokumeìn, 

peìngacara, hingga peìmeìriksaan psikologis. Bagi masyarakat deìngan 

eìkonomi meìneìngah keì bawah, biaya ini dirasa sangat meìmbeìratkan. 

Akibatnya meìreìka meìmilih jalur “peìngangkatan anak bawah tangan” yang 

dianggap leìbih murah dan mudah.66  Deìngan Solusi yang bisa dilakukan 

adalah peìmeìrintah peìrlu meìlakukan langkah konkreìt dalam 

meìnyeìdeìrhanakan proseìs peìngangkatan anak seìrta meìningkatkan 

koordinasi antar instansi yang teìrlibat, seìpeìrti Dinas Sosial, Balai Anak atau 

 
65 Hidayat, R. 2020, Problematika Hukum Dalam Pengangkatan Anak di Indonesia. Jurnal Ilmu 

Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 2. Hlm. 134. 
66 Nurhaini, S. 2019. Hukum Keluarga dan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 

142.  
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Panti Asuhan, dan Peìngadilan Neìgeìri. Proseìs peìngangkatan anak yang 

meìmeìrlukan waktu yang panjang dan beìrbeìlit keìrap meìnjadi hambatan bagi 

masyarakat yang ingin meìneìmpuh jalur reìsmi. Deìngan adanya sinkronisasi 

keìrja antar leìmbaga, seìtiap tahapan dapat beìrjalan leìbih eìfisieìn tanpa 

meìngurangi aspeìk keìhati-hatian dan peìrlindungan hukum bagi anak. Seìlain 

itu, peìneìrapan sisteìm digitalisasi dalam peìndaftaran dan peìmantauan 

peìngangkatan anak juga meìnjadi langkah peìnting untuk meìmpeìrceìpat 

proseìs administrasi, meìngurangi poteìnsi praktik pungli, seìrta meìningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas peìlayanan publik di bidang peìrlindungan 

anak.67 

Dipeìrlukan adanya transparansi biaya dalam proseìs peìngangkatan 

anak agar masyarakat meìngeìtahui deìngan jeìlas tahapan seìrta beìsaran biaya 

yang sah seìcara hukum, seìhingga dapat meìnimalisisr munculnya praktik-

praktik pungutan liar atau adanya peìrantara yang tidak reìsmi. Seìlain itu, 

peìmeìrintah juga peìrlu meìnyeìdiakan dukungan subsidi bagi keìluarga yang 

meìmeìnuhi syarat namun teìrkeìndala eìkonomi, teìrutama bagi calon orang tua 

angkat yang beìnar-beìnar meìmiliki niat tulus untuk meìrawat dan 

meìmbeìsarkan anak teìtapi teìrbatas akan keìmampuan finansial.68 Langkah ini 

peìnting agar proseìs peìngangkatan anak tidak hanya dapat dilakukan oleìh 

kalangan teìrteìntu saja, meìlainkan juga teìrbuka bagi Masyarakat luas yang 

layak seìcara moral dan sosial. 

 
67 Suryani, E. 2021. Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 

88.  
68 Nurhaini, S. Loc. Cit., hal 142 
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Disamping itu, peìnyeìdiaan layanan konsultasi hukum dan psikologis 

seìcara gratis oleìh Dinas Sosial dapat meìmbantu calon orang tua angkat 

meìmahami hak dan keìwajiban meìreìka, seìrta meìmbeìrikan peìndampingan 

eìmosional agar siap meìnghadapi peìrubahan dinamika keìluarga seìteìlah 

peìngangkatan anak dilakukan. Upaya ini akan meìmpeìrkuat keìpeìrcayaan 

masyarakat teìrhadap proseìdur peìngangkatan anak reìsmi dan meìngurangi 

praktik peìngangkatan anak ileìgal yang tidak meìmiliki peìrlindungan hukum. 

2. Kurangnya peìmahaman Masyarakat teìntang proseìdur hukum peìngangkatan 

anak 

Seìbagian beìsar Masyarakat masih meìnganggap bahwa peìngangkatan 

anak cukup dilakukan meìlalui keìseìpakatan antara orang tua kandung dan 

calon orang tua angkat. Kurangnya sosialisasi dari pe ìmeìrintah  meìmbuat 

Masyarakat tidak meìmahami peìntingnya putusan peìngadilan agar 

peìngangkatan anak dapat sah seìcara hukum dan meìlindungi anak.69 Oleìh 

kareìna itu, sangat peìnting dilakukan sosialisasi hukum seìcara beìrkeìlanjutan 

olah Dinas Sosial, Peìngadilan dan Leìmbaga keìagamaan agar Masyarakat 

meìmahami bahwa peìngangkatan anak wajib meìlalui meìkanismeì hukum 

yang sah. Sosialisasi ini tidak hanya seìbatas peìnnyampaian informasi, teìtapi 

juga peìnting dilakukan eìdukasi teìntang konseìkueìnsi hukum dari 

peìngangkatan anak illeìgal dan peìntingnya putusan peìngadilan dalam 

meìmbeìrikan keìpastian hukum bagi anak maupun orangtua angkat. Me ìlalui 

 
69 Puspitasari, L. 2020. “Urgensi Sosialisasi Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia”. Jurnal 

Hukum dan Pembangunan. Vol, 50 No.1. hlm. 79. 
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peìndeìkatan eìdukatif dan kolaboratif antara leìmbaga peìmeìrintah dan tokoh 

masyarakat, diharapkan masyarakat dapat leìbih sadar hukum dan 

meìmahami bahwa tujuan utama peìngangkatan anak adalah untuk 

meìlindungi keìpeìntingan teìrbaik bagi anak.70 

3. Kurangnya koordinasi antar leìmbaga teìrkait 

Dalam proseìs peìngangkatan anak meìlibatkan banyak pihak, yaitu 

mulai dari peìngurus panti asuhan, Dinas Sosial, hingga Peìngadilan. 

Kurangnya koordinasi antar leìmbaga inilah yang seìring meìnyeìbabkan 

beìrkas teìrtunda atau proseìs hukum yang beìrjalan lambat. Salah satu 

hambatan yang seìring muncul dalam proseìs peìngangkatan anak seìcara 

reìsmi adalah lambatnya tindak lanjut dari pihak beìrweìnang, baik dari Dinas 

Sosial, leìmbaga peìngasuhan anak, maupun peìngadilan. Oleìh kareìna itu, 

dipeìrlukan koordinasi teìrpadu antarinstansi meìlalui systeìm satu pintu (oneì-

stop seìrviceì) agar seìtiap tahap dalam proseìs peìngangkatan anak dapat 

beìrjalan leìbih ceìpat, eìfisieìn, dan teìrpantau deìngan baik. Sisteìm ini 

meìmungkinkan seìluruh leìmbaga teìrkait seìpeìrti Dinas Sosial, dan 

Peìngadilan Neìgeìri beìkeìrja dalam satu alur yang teìrinteìgrasi, seìhingga tidak 

ada lagi tumpeìng tindih atau keìndala peìnundaan administrasi.71  Deìngan 

peìneìrapan sisteìm satu pintu, proseìs peìngajuan, veìrifikasi, hingga peìneìtapan 

peìngangkatan anak dapat dilakukan seìcara transparan dan teìpat waktu. 

Langkah ini juga meìnjadi beìntuk komitmeìn peìmeìrintah dalam meìmpeìrkuat 

 
70 Suryani, E. Op. Cit., hal. 93. 
71 Widjaja, A. (2022). “Kendala Yuridis dalam Pelaksanaan Adopsi Anak di Indonesia.” Jurnal Lex 

Privatum, Vol.10 No.3. hal.57. 
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peìrlindungan anak seìrta meìningkatkan keìpeìrcayaan masyarakat teìrhadap 

jalur peìngangkatan anak reìsmi.  

Seìlain itu, teìrdapat probleìmatika lain yang meìnyeìbabkan peìrmohonan 

peìngangkatan anak teìrseìbut tidak seìmuanya masuk dan dapat disidangkan 

di peìrsidangan dan diteìtapkan oleìh peìngadilan, yang mana itu diseìbabkan 

kareìna calon orang tua angkat tidak me ìmeìnuhi syarat yang harus dipeìnuhi 

untuk meìlakukan peìrmohonan peìngangkatan anak, contohnya seìpeìrti:  

1. Kurangnya syarat yang harus dipeìnuhi dalam proseìs peìngangkatan 

anak. 

2. Dinas Sosial meìneìtapkan bahwa calon orang tua angkat tidak mampu 

atau tidak layak dalam meìngangkat anak. 

3. Pada saat masa peìngamatan anak angkat oleìh orang tua angkat dan 

orang tua angkat meìlakukan keìsalahan yang dinilai tidak layak ole ìh 

Dinas Sosial, dan Leìmbaga Peìngasuhan Anak (panti asuhan).72 

Meìlalui probleìmatika di atas, teìrdapat beìbeìrapa solusi yang dapat 

dilakukan untuk proseìs peìngangkatan anak yang dapat dilihat dari beìrbagai sisi, 

yaitu:  

1. Solusi dari sisi Peìngadilan  

a. Peìmeìriksaan Administratif dan subtantif yang Kompreìheìnsif 

Dalam proseìs peìngadilan peìngangkatan anak, hakim meìmiliki 

keìwajiban untuk meìlakukan peìmeìriksaan yang meìnyeìluruh dan 

 
72 Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda  Hukum Pengadilan Negeri 

Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025  jam 10.00 WIB. 
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meìndalam teìrhadap keìleìngkapan data teìrkait anak yang akan diangkat 

seìrta calon orang tua angkat, guna meìmastikan bahwa seìmua aspeìk 

hukum dan sosial teìlah teìrpeìnuhi deìngan baik. Peìmeìriksaan ini 

meìncakup veìrifikasi dokumeìn-dokumeìn peìnting seìpeìrti akta keìlahiran, 

riwayat keìseìhatan, dan latar beìlakang keìluarga, yang beìrtujuan untuk 

meìlindungi keìpeìntingan teìrbaik anak seìrta meìnceìgah poteìnsi 

peìnyalahgunaan dalam proseìs peìngangkatan anak.73 Apabila anak yang 

beìrsangkutan tidak meìmiliki ideìntitas yang jeìlas atau leìngkap, hakim 

beìrweìnang untuk meìminta peìnyusunan laporan sosial (social reìport) 

dari instansi teìrkait, seìpeìrti Keìmeìnteìrian Sosial atau Dinas Sosial 

seìteìmpat. Laporan ini seìcara rinci meìnjeìlaskan asal-usul anak, kondisi 

psikologis dan fisiknya saat ini, seìrta hasil dari peìneìlusuran ideìntitas 

yang teìlah dilakukan oleìh pihak beìrweìnang, seìhingga meìmbeìrikan 

gambaran kompreìheìnsif yang dapat meìmbantu hakim dalam meìngambil 

keìputusan yang adil dan teìpat. Hal ini diatur seìcara speìsifik dalam Pasal 

13 hingga 15 Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007, yang 

meìneìkankan peìntingnya transparansi dan akurasi data untuk 

meìndukung keìlancaran proseìs peìngangkatan anak yang sah seìcara 

hukum.74  

 

 

 
73 Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda  Hukum Pengadilan Negeri 

Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025  jam 10.00 WIB. 
74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
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b. Peìneìrapan Prinsip “Keìpeìntingan Teìrbaik Bagi Anak”  

Seìlain itu Hakim juga harus meìneìrapkan prinsip “keìpeìntingan 

teìrbaik bagi anak” (Beìst Inteìreìst Of Child) yaitu hakim meìmiliki 

tanggung jawab hukum yang krusial untuk seìlalu meìmprioritaskan dan 

meìmpeìrtimbangkan prinsip fundameìntal bahwa seìtiap tahapan proseìs 

peìngangkatan anak harus seìpeìnuhnya beìrorieìntasi pada keìpeìntingan 

dan keìseìjahteìraan anak seìbagai prioritas utama, tanpa teìrkeìcuali. Prinsip 

ini meìnuntut hakim untuk meìngeìvaluasi seìcara meìndalam apakah 

keìputusan peìngangkatan anak akan meìmbeìrikan manfaat maksimal bagi 

peìrkeìmbangan fisik, eìmosional, dan psikologis anak, sambil 

meìminimalkan risiko keìrugian atau trauma yang mungkin timbul dari 

peìrubahan status keìluarga.75 Misalnya, hakim harus meìmastikan bahwa 

calon orang tua angkat meìmiliki keìmampuan finansial, eìmosional, dan 

lingkungan yang stabil untuk meìndukung peìrtumbuhan anak, seìrta 

meìnghindari situasi di mana peìngangkatan anak dilakukan seìmata-mata 

untuk keìpeìntingan orang deìwasa. Hal ini peìnting untuk meìnceìgah 

eìksploitasi anak dan meìmastikan bahwa proseìs peìngangkatan anak tidak 

hanya sah seìcara hukum, teìtapi juga eìtis dan manusiawi. Keìwajiban ini 

seìcara eìksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang 

Peìrlindungan Anak, khususnya Pasal 39 ayat 1, yang meìneìgaskan 

 
75 Paramitha, D. 2022. Perlindungan Hukum Anak Angkat dalam Sistem Peradilan Indonesia. 

Jurnal HAM, Vol.13 No.1. hlm. 65–82. 
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bahwa keìpeìntingan teìrbaik anak harus meìnjadi landasan utama dalam 

seìtiap keìputusan teìrkait peìngangkatan anak, seìhingga hakim beìrtindak 

seìbagai peìnjaga keìadilan untuk meìlindungi hak-hak anak yang reìntan. 

c. Peìmbeìrian Peìneìtapan Peìngadilan Neìgeìri Seìbagai Leìgitimasi Hukum  

Peìngadilan Neìgeìri meìmiliki keìweìnangan reìsmi untuk 

meìneìrbitkan Peìneìtapan Peìngangkatan Anak, seìbuah dokumeìn hukum 

yang krusial dan beìrfungsi seìbagai landasan sah untuk meìngubah status 

hukum seìorang anak teìrlantar meìnjadi anak angkat seìcara peìrmaneìn. 

Peìneìtapan ini seìcara eìfeìktif meìngakui dan meìneìtapkan hubungan baru 

antara anak dan orang tua angkat, meìmastikan bahwa peìrubahan 

teìrseìbut diakui oleìh neìgara dan masyarakat, seìrta meìmbeìrikan 

peìrlindungan hukum peìnuh keìpada anak dalam hal hak waris, 

keìwarganeìgaraan, dan hak-hak keìluarga lainnya. Tanpa adanya 

peìneìtapan ini, proseìs peìngangkatan anak tidak dapat dianggap leìngkap 

atau sah, seìhingga status hukum peìngangkatan anak akan teìtap tidak 

stabil dan reìntan teìrhadap peìmbatalan atau tantangan di masa deìpan, 

yang beìrpoteìnsi meìnimbulkan keìtidakpastian bagi keìseìjahteìraan anak 

dan keìluarga angkat. 76  Deìngan deìmikian, peìneìtapan teìrseìbut tidak 

hanya meìmvalidasi peìngangkatan anak seìcara formal, teìtapi juga 

meìneìgakkan prinsip keìpeìntingan teìrbaik anak seìsuai deìngan keìteìntuan 

hukum yang beìrlaku, seìpeìrti yang diatur dalam Undang-Undang 

 
76 Wawancara dengan Bapak Ngabdul Ngayiz SH. Panitera Muda  Hukum Pengadilan Negeri 

Demak oleh Penulis, Demak, dilangsungkan pada tanggal 25 September 2025  jam 10.00 WIB. 
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Peìrlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

teìntang Peìrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang 

Peìrlindungan Anak, khususnya Pasal 39 dan Pasal 40, seìrta Peìraturan 

Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007 teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan 

Anak, Pasal 16 hingga Pasal 18. 

d. Peìngadilan harus Meìnangani Hambatan Psikologis dan Adaptasi 

Peìngadilan wajib meìwajibkan calon orang tua angkat dan anak 

yang akan diangkat meìnjalani eìvaluasi psikologis meìndalam oleìh ahli 

indeìpeìndeìn yang tidak meìmiliki konflik keìpeìntingan. Evaluasi ini 

meìncakup peìnilaian kondisi meìntal anak, seìpeìrti trauma masa lalu atau 

gangguan eìmosional, seìrta keìsiapan psikologis calon orang tua angkat 

untuk meìnghadapi tantangan adaptasi. Hal ini beìrtujuan untuk 

meìnceìgah peìngangkatan anak yang beìrpoteìnsi meìrugikan anak, 

meìmastikan bahwa keìputusan peìngangkatan anak didasarkan pada data 

objeìktif yang meìndukung keìseìjahteìraan jangka panjang. Seìlain 

eìvaluasi, peìngadilan harus meìnyeìdiakan layanan konseìling gratis yang 

dapat diakseìs oleìh anak dan keìluarga angkat seìbeìlum, seìlama, dan 

seìteìlah proseìs peìngangkatan anak. Konseìling ini meìlibatkan seìsi 

individu atau keìluarga untuk meìmbahas isu-isu seìpeìrti ikatan 

eìmosional, eìkspeìktasi, dan strateìgi coping teìrhadap peìrubahan 

lingkungan. 77  Deìngan meìmbuat layanan ini wajib dan teìrinteìgrasi 

 
77  Dr. Rusli Pandika S.H., LL.M. 2012.  Hukum Pengangkatan Anak . Sinar Grafika Offset, 

Jakarta, hlm. 158. 
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dalam proseìs peìngadilan, peìngadilan dapat meìminimalkan risiko 

keìgagalan adaptasi dan meìmastikan bahwa seìmua pihak meìndapat 

dukungan psikologis yang dipeìrlukan tanpa beìban biaya tambahan, 

seìhingga keìpeìntingan teìrbaik anak teìtap teìrjaga seìpeìrti didalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang Peìrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak 

(Pasal 39 ayat 1) dan pasal 15 Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 

2007 teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak.  

 

2. Solusi dari sisi Calon Orang Tua Angkat 

a. Calon orang tua angkat harus meìngumpulkan seìmua dokumeìn peìrsyaratan 

awal seìpeìrti akta nikah, surat keìteìrangan keìseìhatan, dan bukti keìmampuan 

finansial, seìrta meìngajukan peìrmohonan meìlalui jalur reìsmi seìpeìrti COTA 

(Calon Orang Tua Angkat). Meìreìka dapat meìnggunakan layanan 

konsultasi hukum untuk meìmandu proseìs, meìmastikan peìngajuan teìpat 

waktu dan leìngkap agar tidak meìnunda proseìs reìsmi. Peìraturan teìrseìbut 

teìlah diseìbutkan didalam Peìraturan Peìmeìrintah Pasal 5 hingga Pasal 7 

No.54 Tahun 2007. 

b. Calon orang tua angkat dapat meìncari sumbeìr peìndanaan alteìrnatif seìpeìrti 

bantuan dari yayasan peìngangkatan anak atau program peìmeìrintah, seìrta 

meìreìncanakan anggaran untuk biaya notaris, peìngadilan, dan administrasi. 

Meìreìka harus meìminta rincian biaya dari peìngadilan teìrleìbih dahulu dan 

meìnghindari calo, seìhingga proseìs teìtap sah tanpa risiko peìmbatalan 

akibat keìtidakpatuhan finansial.  
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c. Calon orang tua angkat harus aktif meìncari informasi meìlalui situs reìsmi 

Keìmeìnteìrian Sosial, seìminar teìntang peìngangkatan anak, atau buku 

panduan hukum, seìrta beìrkonsultasi deìngan peìngacara speìsialis 

peìngangkatan anak. Ini meìmbantu meìreìka meìmahami risiko hukum dan 

psikologis, meìmastikan keìputusan peìngangkatan anak didasarkan pada 

peìmahaman peìnuh untuk meìnjaga keìabsahan proseìs. 

d. Meìngatasi peìrmasalahan hukum status anak deìngan calon orang tua 

angkat harus meìndukung proseìs peìneìlusuran ideìntitas meìlalui keìrja sama 

deìngan Dinas Sosial, teìrmasuk meìmbeìrikan informasi tambahan jika 

dipeìrlukan. Meìreìka juga harus meìmastikan seìmua dokumeìn anak 

diveìrifikasi oleìh peìngadilan, meìnghindari  peìngangkatan anak ileìgal yang 

dapat dibatalkan nanti. 

3. Probleìmatika Inteìrnal  

a. Aspeìk Psikologis Anak Angkat 

Dari sisi anak yang diangkat, teìrutama bila orang tua kandungnya 

tidak dikeìtahui, teìrdapat beìbeìrapa tantangan psikologis. peìrtama, anak 

angkat dapat meìngalami keìsulitan dalam peìmbeìntukan ideìntitas diri dan 

harga diri. Keìdua, anak angkat reìntan teìrhadap gangguan eìmosi dan 

peìrilaku. Keìtiga, anak yang tidak meìngeìtahui orang tua kandungnya atau 

latar beìlakang biologisnya dapat meìngalami keìbingungan geìneìalogis 

“geìneìalogical beìwildeìrmeìnt” yang dapat meìmicu konflik inteìrnal dalam 

dirinya teìntang siapa dia, dari mana asalnya, dan bagaimana hubungannya 
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deìngan orang tua angkat atau masyarakat.78 Keìeìmpat, proseìs adaptasi keì 

dalam keìluarga angkat dan lingkungan baru seìringkali meìlibatkan 

peìrubahan peìmbiasaan, keìhilangan lingkungan asal, dan keìbutuhan untuk 

meìmbangun keìleìkatan (attachmeìnt) keìmbali. Seìbuah peìneìlitian meìnyeìbut 

bahwa anak angkat yang meìngalami adveìrsity seìbeìlum meìlakukan 

peìngangkatan anak  (preì-adoption adveìrsity) beìrpoteìnsi leìbih sulit dalam 

meìmbeìntuk keìleìkatan aman deìngan orang tua angkat.79 Deìngan deìmikian, 

probleìmatika psikologis inteìrnal anak angkat meìliputi: peìmbeìntukan 

ideìntitas dan harga diri yang teìrhambat, risiko gangguan eìmosional dan 

peìrilaku, konflik adaptasi dan keìleìkatan, seìrta streìs akibat keìtidakjeìlasan 

asal usul dan status anak angkat.  

Probleìmatika inteìrnal seìpeìrti psikologis anak angkat dapat 

diminimalisir deìngan meìlakukan peìndeìkatan peìngasuhan yang 

beìrorieìntasi pada keìseìjahteìraan eìmosional dan peìmbeìntukan ideìntitas diri 

anak seìcara seìhat. Orang tua angkat peìrlu meìmbangun hubungan yang 

hangat, teìrbuka, dan konsisteìn agar teìrcipta rasa aman seìrta keìleìkatan 

eìmosional yang stabil. Peìndampingan psikologis juga peìrlu dibeìrikan 

seìcara beìrkeìlanjutan guna meìmbantu anak meìmahami dan meìneìrima 

statusnya seìbagai anak angkat tanpa rasa reìndah diri atau keìbingungan 

ideìntitas. Seìlain itu, keìteìrbukaan komunikasi dalam keìluarga dan 

 
78 Wikipedia, Genealogical Bewilderment, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical_bewilderment.com. Diakses tanggal 6 November 2025, 

pkl 09.12 
79 Dhevita Sekar Putri A. 2024. “Parental Attachment pada Anak adopsi Yang Mengalami Pre-

Adoption Adversity”. Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Jogja. Hlm. 114. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical_bewilderment.com
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dukungan lingkungan sosial yang inklusif beìrpeìran peìnting dalam 

meìnumbuhkan harga diri seìrta keìmampuan adaptasi anak. Deìngan adanya 

dukungan keìluarga, sosial, dan profeìsional yang teìrpadu, anak angkat 

dapat tumbuh meìnjadi individu yang matang seìcara eìmosional, meìmiliki 

ideìntitas yang kuat, seìrta mampu beìrinteìgrasi positif dalam keìhidupan 

sosialnya. 

b. Aspeìk Emosional Anak Angkat 

Anak angkat dapat meìrasa keìhilangan meìskipun meìreìka mungkin 

tidak seìcara eìksplisit meìngeìnal orang tua kandung meìreìka kareìna tidak 

meìngeìtahui ideìntitas keìluarga meìreìka atau tidak meìmiliki hubungan 

biologis yang dikeìtahui. Hal ini dapat meìnyeìbabkan keìceìmasan teìntang 

peìneìrimaan dalam keìluarga angkat, keìtidakpastian, rasa tidak aman, 

keìkosongan, atau keìkhawatiran yang ditinggalkan, atau bahkan keìseìdihan 

teìntang peìngangkatan anak itu seìndiri. Dokumeìn-dokumeìn liteìratur 

meìnunjukkan bahwa anak angkat mungkin meìngalami eìmosi "tidak 

seìpeìnuhnya diteìrima" atau "seìlalu seìpeìrti anak angkat", yang dapat 

beìrdampak neìgatif pada keìseìjahteìraan eìmosional. 80  Seìlanjutnya, 

eìmosional anak juga teìrpeìngaruh oleìh bagaimana orang tua angkat 

beìrkomunikasi dan meìmbangun ikatan affeìktif deìngan anak. Jika proseìs 

bonding kurang, atau jika anak meìrasa dirinya datang seìbagai “tambahan” 

atau “peìngganti” anak kandung, maka muncul eìmosi seìpeìrti keìceìmasan 

 
80 Puput W.& Ilham M. 2025. Exposing Self-Esteem in Adoptive Children: Implications of 

Literature Review's Findings. Jurnal Ilmiah Psikologi. Vol.13 No.1. hlm 135. 
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akan keìhilangan, iri, atau konflik inteìrnal. Peìneìlitian meìnunjukkan 

peìntingnya pola komunikasi keìluarga dan keìmampuan orang tua angkat 

untuk meìnyampaikan status anak angkat seìcara jujur dan suportif agar 

eìmosi anak bisa stabil. 81  Oleìh seìbab itu, probleìmatika dalam aspeìk 

eìmosional inteìrnal anak angkat meìncakup: peìngalaman keìhilangan dan 

peìneìrimaan, proseìs bonding atau ikatan deìngan orang tua angkat, 

tantangan komunikasi status anak angkat, seìrta dinamika eìmosional 

lanjutan dalam peìrkeìmbangan masa reìmaja dan deìwasa. 

Oleìh seìbab itu, untuk meìngatasi probleìmatika inteìrnal eìmosional 

pada anak angkat, dipeìrlukan upaya peìngasuhan yang meìneìkankan pada 

peìmbangunan ikatan eìmosional yang aman, jujur, dan beìrkeìsinambungan 

antara anak dan orang tua angkat. Orang tua angkat pe ìrlu meìnunjukkan 

peìneìrimaan tanpa syarat seìrta meìmbeìrikan dukungan eìmosional yang 

konsisteìn agar anak meìrasa dihargai dan dicintai seìcara utuh. Komunikasi 

yang teìrbuka dan seìnsitif meìngeìnai status anak angkat harus dilakukan 

seìcara beìrtahap seìsuai tingkat peìrkeìmbangan anak, seìhingga meìmbantu 

proseìs peìneìrimaan diri dan meìngurangi poteìnsi konflik eìmosional di 

keìmudian hari. Seìlain itu, peìndampingan psikologis dan lingkungan sosial 

yang suportif sangat peìnting untuk meìmbantu anak meìngeìlola peìrasaan 

keìhilangan dan meìnyeìsuaikan diri deìngan peìrubahan eìmosional seìpanjang 

faseì keìhidupannya. Deìngan peìndeìkatan teìrseìbut, anak angkat dapat 

 
81 Winda Hardyanti. 2024. “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Keluarga dengan Adopsi 

Anak”. Disertasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 89. 
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meìngeìmbangkan keìstabilan eìmosional, rasa peìrcaya diri, seìrta hubungan 

inteìrpeìrsonal yang seìhat dalam peìrjalanan tumbuh keìmbangnya. 

c. Aspeìk Psikologis Orang Tua Angkat  

Dari sisi orang tua angkat, teìrdapat pula probleìmatika psikologis dan 

eìmosional yang harus dipeìrhatikan. Yaitu, orang tua angkat seìring 

meìmiliki eìkspeìtasi yang beìsar teìrkait peìngangkatan anak yang apabila 

tidak teìreìalisasi akan meìnimbulkan keìkeìceìwaan, streìss pareìnting, atau 

konflik keìluarga. Seìlanjutnya, orang tua angkat harus meìnghadapi 

tantangan meìmbangun keìleìkatan deìngan anak angkat.82 

Deìngan deìmikian, probleìmatika dari aspeìk psikologis dan 

eìmosional inteìrnal orang tua angkat meìncakup: beìban eìkspeìktasi dan 

reìalitas peìngangkatan anak, keìsiapan eìmosional dan keìleìkatan deìngan 

anak, kompeìteìnsi komunikasi dalam keìluarga angkat, seìrta risiko motivasi 

peìngasuhan yang kurang beìrfokus pada keìpeìntingan anak. 

Adanya probleìmatika yang teìrjadi dari aspeìk psikologis dan 

eìmosional pada orang tua angkat, maka Solusi yang dapat dilakukan yaitu, 

dipeìrlukan keìsiapan meìntal dan peìmahaman yang meìndalam meìngeìnai 

hakikat peìngangkatan anak seìbagai beìntuk tanggung jawab sosial dan 

keìmanusiaan, bukan seìmata peìmeìnuhan keìbutuhan eìmosional pribadi. 

Orang tua angkat harus meìlalui proseìs aseìsmeìn dan peìmbeìkalan 

psikologis seìbeìlum peìngangkatan anak dilakukan, guna meìmastikan 

 
82 Admin dinsos, 2025, https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-

bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com diakses pada tanggal 6 November 2025, pkl. 09.40 

https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com
https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com
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keìsiapan eìmosional dalam meìmbangun ikatan yang seìhat deìngan anak. 

Seìlain itu, peìngeìmbangan kompeìteìnsi komunikasi dalam keìluarga peìrlu 

dipeìrkuat agar teìrcipta hubungan yang teìrbuka, eìmpatik, dan beìrorieìntasi 

pada keìpeìntingan teìrbaik anak. Dukungan profeìsional dari psikolog 

keìluarga seìrta forum peìndampingan bagi orang tua angkat juga peìnting 

untuk meìmbantu meìreìka meìngeìlola eìkspeìktasi dan meìnghadapi dinamika 

eìmosional pasca-peìngangkatan anak. Deìngan peìndeìkatan teìrseìbut, 

diharapkan orang tua angkat mampu meìnjalankan peìran peìngasuhan 

seìcara matang, peìnuh kasih, dan beìrlandaskan keìseìjahteìraan anak seìbagai 

prioritas utama. 

d. Aspeìk Emosional Orang Tua Angkat  

Seìcara speìsifik, dari sisi orang tua angkat, aspeìk eìmosional dapat 

muncul seìbagai peìrasaan antara sukacita atas hadirnya anak deìngan 

tanggung jawab beìsar, antara cinta dan keìceìmasan akan meìneìrima anak 

deìngan latar beìlakang yang mungkin tidak seìpeìnuhnya dikeìtahui. Orang 

tua angkat mungkin meìrasakan teìkanan sosial atau inteìrnal, misalnya 

peìrasaan “anak ini bukan saya lahirkan”, atau keìkhawatiran teìntang 

bagaimana anak akan diteìrima sosial, seìrta keìkhawatiran akan hubungan 

masa deìpan anak deìngan orang tua biologis jika suatu saat dikeìtahui. 

Probleìmatika dari aspeìk teìkanan eìmosional ini dapat meìmunculkan streìs 

pareìnting, konflik dalam keìluarga, atau bahkan disfungsi komunikasi 

dalam rumah tangga.  
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Probleìmatika dari aspeìk eìmosional orang tua angkat teìrseìbut, juga 

teìrdapat solusi yang dapat dilakukan yaitu, dipeìrlukan peìnguatan kapasitas 

eìmosional dan keìteìrampilan komunikasi bagi orang tua angkat. Orang tua 

peìrlu meìmbangun pola inteìraksi yang teìrbuka, saling meìnghargai, dan 

beìrlandaskan eìmpati agar teìrcipta keìseìimbangan eìmosional dalam 

keìluarga. Peìndampingan psikologis, konseìling keìluarga, seìrta dukungan 

sosial dari lingkungan seìkitar juga beìrpeìran peìnting dalam meìmbantu 

meìngeìlola streìs dan meìnjaga keìharmonisan rumah tangga. Deìngan adanya 

keìsadaran diri, komunikasi yang seìhat, dan dukungan eìmosional yang 

beìrkeìlanjutan, orang tua angkat dapat meìnciptakan lingkungan keìluarga 

yang stabil, hangat, dan kondusif bagi tumbuh keìmbang anak seìcara 

optimal. Peìneìlitian meìnunjukkan bahwa pola komunikasi yang baik, 

keìteìrbukaan, dan keìsadaran akan status anak angkat dapat meìmbantu 

meìmitigasi teìkanan eìmosional teìrseìbut.83 

Pada akhirnya, seìtiap peìngangkatan anak harus dieìvaluasi seìcara khusus 

deìngan prioritas keìpeìntingan teìrbaik anak. Untuk meìnghindari peìnyalahgunaan 

atau peìlanggaran dalam proseìs peìngangkatan anak, hukum yang teìgas dan 

peìngawasan yang keìtat oleìh leìmbaga teìrkait Peìnting dilakukan kareìna meìnyangkut 

aspeìk hukum dan masa deìpan anak seìrta keìluarga yang teìrlibat. Status hukum akan 

meìmudahkan anak untuk beìrseìkolah, kuliah, beìkeìrja dan meìnikah.84 

  

 
83 Winda Hardyanti. 2024. Op Cit., hal.112 

 
84 Suta R, Renita Agustiani. 2024. Prosedur Adopsi Anak Dalam Hukum. Jurnal Politik, Sosial, 

Hukum, dan Humaniora. Vol.2 No.1. hlm. 375. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Proseìdur Peìngangkatan Anak Tanpa Ideìntitas Orang Tua Kandung  

Peìlaksanaan peìngangkatan anak di Indoneìsia seìsuai hasil wawancara 

di Peìngadilan Neìgeìri Deìmak teìlah beìrjalan seìjalan deìngan keìteìntuan hukum 

positif yang beìrlaku di Indoneìsia, khususnya sudah meìngaju pada Peìraturan 

Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007 teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak 

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang peìrubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Teìntang Peìrlindungan Anak. Keìdua 

aturan ini meìrupakan landasan normatif utama, yang meìneìgaskan bahwa 

seìtiap proseìdur peìngangkatan anak harus dilakukan seìmata-mata deìmi 

keìpeìntingan teìrbaik anak, bukan untuk alasan keìuangan atau keìuntungan 

pribadi orang tua angkat. Meìngeìnai peìngajuan peìrmohonan, proseìdur 

peìngangkatan anak dimulai deìngan peìngajuan reìsmi peìrmohonan oleìh 

calon orang tua angkat keì peìngadilan, diseìrtai dokumeìn administratif yang 

meìnunjukkan keìlayakan moral, finansial, dan sosial meìreìka. 

Seìlanjutnya, Dinas Sosial beìrpeìran peìnting dalam meìlaksanakan 

veìrifikasi administratif dan aseìsmeìn psikologis sosial yang beìrtujuan untuk 

meìngukur stabilitas eìmosional dan kapasitas calon orang tua angkat dalam 

meìmbeìrikan peìngasuhan yang teìpat dan beìrkeìlanjutan bagi anak. Kare ìna 

meìnjadi dasar bagi hakim untuk meìmutuskan apakah peìngangkatan anak 

teìrseìbut beìnar-beìnar seìjalan deìngan prinsip "keìpeìntingan teìrbaik anak" (theì 
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beìst inteìreìst of child), tahap ini beìrsifat substantif. Seìteìlah seìmua dokumeìn 

dan hasil aseìsmeìn dinyatakan leìngkap, peìninjauan keìmbali dilakukan di 

peìngadilan deìngan dihadiri oleìh peìmohon seìrta instansi teìrkait untuk 

meìnjamin keìaslian dan leìgalitas proseìdur peìngangkatan anak. 

Putusan atau peìneìtapan hakim meìrupakan langkah teìrakhir yang 

beìrkeìkuatan hukum teìtap dan meìnjadi landasan hukum bagi status anak 

seìbagai anak angkat yang sah. Pada seìtiap tahapan, teìrdapat peìrlindungan 

hukum yang sangat luas, tidak hanya bagi anak yang diangkat, teìtapi juga 

bagi orang tua angkat dan neìgara seìbagai peìlindung hak-hak anak. Oleìh 

kareìna itu, peìlaksanaan peìngangkatan anak meìlalui Peìngadilan tidak hanya 

meìmeìnuhi peìrsyaratan formal reìsmi, teìtapi juga meìnceìrminkan peìneìrapan 

asas-asas keìmanusiaan dan keìadilan substantif dalam hukum peìrdata 

Indoneìsia. 

2. Probleìmatika Dalam Peìlaksanaan Peìngangkatan Anak Yang Tidak 

Dikeìtahui Orang Tuanya 

Probleìmatika yang muncul dalam peìlaksanaan peìngangkatan anak 

meìncakup beìrbagai keìndala yang beìrsifat structural maupun kultural. 

Seìcara umum, hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya 

peìmahaman Masyarakat teìrhadap proseìdur hukum peìngangkatan anak yang 

sah meìnurut neìgara, yang mana seìbagian beìsar calon orang tua angkat 

masih meìlakukan peìngangkatan anak seìcara informal tanpa meìlalui 

peìneìtapan Peìngadilan. Kondisi ini teìrjadi kareìna kurangnya sosialisasi dari 

peìmeìrintah dan leìmbaga teìrkait meìngeìnai tahapan seìrta syarat administratif 
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yang harus dipeìnuhi. Akibatnya, banyak proseìs peìngangkatan anak tidak 

meìmpeìroleìh keìteìtapan hukum yang jeìlas, seìhingga beìrpoteìnsi 

meìnimbulkan peìrmasalahan di keìmudian hari, seìpeìrti seìngkeìta status anak 

atau hak waris.  

Leìbih lanjut, tantangan utama adalah birokrasi antarleìmbaga yang 

rumit dan tumpang tindih yurisdiksi antara Deìparteìmeìn Sosial, panti 

asuhan, dan Peìngadilan Neìgeìri. Proseìs koordinasi yang tidak eìfisieìn 

meìnunda kasus peìngangkatan anak dan meìmbutuhkan waktu yang lama 

seìbeìlum meìncapai putusan hukum final yang beìrkeìkuatan hukum teìtap. Di 

sisi lain, proseìs peìnyeìleìsaian kasus peìngangkatan anak teìrhambat oleìh 

keìteìrbatasan sumbeìr daya manusia dan dana opeìrasional di panti sosial seìrta 

kurangnya teìnaga profeìsional yang teìrseìdia untuk meìlakukan aseìsmeìn 

psikologis dan sosial. 

Faktor sosial dan budaya juga cukup signifikan. Banyak orang masih 

meìmandang reìndah anak angkat, teìrutama meìreìka yang orang tua kandung 

atau latar beìlakangnya tidak dikeìtahui. Stigma yang meìleìkat pada 

peìngangkatan anak seìringkali meìmbuat keìluarga calon orang tua asuh ragu 

untuk meìlanjutkan proseìs peìngangkatan anak seìcara teìrbuka. Namun, sikap 

diskriminatif teìrseìbut beìrteìntangan deìngan konseìp keìseìtaraan dan hak-hak 

anak seìbagaimana yang teìrcantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 teìntang Peìrlindungan Anak. 

Seìlain itu, Dinas Sosial, organisasi peìngasuhan anak, dan Peìngadilan 

Neìgeìri masih keìkurangan koordinasi yang ideìal antar-leìmbaga dalam hal 
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komunikasi, sisteìm peìlaporan, dan peìlaksanaan peìmantauan pasca-

peìngangkatan anak. Situasi ini seìringkali meìngakibatkan keìteìrlambatan 

dalam sisteìm peìradilan seìrta keìtidakseìsuaian data antar-leìmbaga, seìhingga 

meìmeìngaruhi peìrlindungan hukum bagi anak angkat itu seìndiri. 

 

B. Saran  

1. Bagi Peìmeìrintah dan Leìmbaga teìrkait 

Peìmeìrintah peìrlu meìlakukan reìformasi dan harmonisasi reìgulasi yang 

meìngatur teìntang peìngangkatan anak, khususnya teìrhadap anak yang tidak 

dikeìtahui ideìntitas orang tuanya. Hal ini dapat diwujudkan meìlalui 

peìnyusunan peìdoman teìknis nasional yang beìrsifat teìrpadu antar leìmbaga, 

seìhingga meìngurangi tumpeìng tindih keìweìnangan antara Dinas Sosial, 

Leìmbaga Peìngasuhan Anak, dan Peìngadilan Neìgeìri.  

Seìlain itu, peìrlu adanya digitalisasi sisteìm administrasi peìngangkatan 

anak agar proseìs peìndaftaran, veìrifikasi, dan peìngawasan pasca 

peìngangkatan anak dapat dilakukan seìcara ceìpat, akuntabeìl, dan teìrpantau 

lintas wilayah. Peìmeìrintah juga disarankan untuk meìmpeìrkuat fungsi 

peìndampingan sosial dan psikologis teìrhadap anak angkat dan orang tua 

angkat pasca peìneìtapan Peìngadilan, untuk meìmastikan anak dapat tumbuh 

dan beìradaptasi dalam lingkungan keìluarga baru deìngan baik.  

2. Bagi Masyarakat dan Calon Orang Tua Angkat 

Masyarakat diharapkan leìbih sadar hukum dan tidak meìlakukan 

praktik peìngangkatan anak seìcara informal yang tidak meìlalui proseìdur 

Peìngadilan. Peìlaksanaan peìngangkatan anak yang sah tidak hanya 
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meìmbeìrikan keìpastian hukum bagi anak, teìtapi juga meìnjamin proseìs 

teìrseìbut dilakukan deìngan peìnuh tanggung jawab dan keìikhlasan. 

Sosialisasi publik meìngeìnai peìntingnya peìngangkatan anak leìgal harus 

dipeìrluas meìlalui meìdia sosial, leìmbaga keìagamaan, dan organisasi 

Masyarakat agar Masyarakat meìmahami bahwa peìngangkatan anak 

meìrupakan tindakan sosial yang luhur dan dilindungi oleìh hukum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

94 

DAFTAR PUSTAKA 

Al- Qur’an 

QS. Al- Azhab: 4 

QS. Al- Azhab: 5 

QS. Al- Azhab: 37 

 

Buku  

Al-Ghazali, A. H. 2018. Ihya Ulum al-Din: Vol. 2 (Teìrjeìmahan keì bahasa Indoneìsia 

oleìh Tim Peìneìrjeìmah). Peìneìrbit Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta. 

Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indoneìsia, Citra Aditya Bhakti, Bandung 

Dr. Rusli Pandika S.H., LL.M. 2012.  Hukum Peìngangkatan Anak . Sinar Grafika 

Offseìt, Jakarta. 

Isra, 2022, Hukum Peìrdata teìntang Peìrlindungan Anak dan Keìluarga, Rajawali 

Peìrs 

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum,Reìality Publisheìr, Surabaya  

Marzuki, P. M. (2017). Peìneìlitian Hukum. Jakarta: Keìncana. 

Nasrun Haroeìn. 2009.  Ensiklopeìdi Islam, PT. Ichtiar Baru van Houveì, Jakarta. 

Prabowo, 2023, Teìori Hukum Keìluarga Modeìrn: Adopsi dan Peìrlindungan Anak, 

FHUI Preìss 

Satrio, J. (2019). Hukum keìluarga dan peìrlindungan anak di Indoneìsia (Edisi keì-

2). Peìneìrbit Libeìrty. 

Soeìrjono Soeìkanto dan Sri Mamuji, 2017, Peìneìlitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Raja Garindo Peìrsada, Jakarta. 

Subeìkti, 2018, Pokok-Pokok Hukum Peìrdata, Edisi Teìrbaru, Inteìrmasa, Jakarta 

Sudikno Meìrtokusumo, 2015, Peìngantar Hukum Peìrdata, Libeìrty, Yogyakarta 

Sugiyono, Meìtodeì Peìneìlitian Kuantitatif, 2016, R & D Alfabeìta, Bandung. 

Suryani, E. 2021. Hukum Peìngangkatan Anak di Indoneìsia. Jakarta: Preìnadameìdia 

Group. 



 

95 

Suryono, A. 2020. Hukum keìluarga dan peìrlindungan anak di Indoneìsia. Peìneìrbit 

Tholibul Ilmi. Sidoarjo 

Wahbah zuhaili, Fiqih Islam Waadhilatuhu, jilid 10, teìrj. Abdul Hayyi al-Kattani, 

Jakarta: Geìma Insani,2011. 

Winarno, 2013, Paradigma Baru Peìndidikan Keìwarganeìgaraan, Malang: Bumi 

Aksara. 

Peìraturan Peìrundang- Undangan 

Undang-Undang Dasar Reìpublik Indoneìsia Tahun 1945 

Kitab Undang-undang Hukum Peìrdata  

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 teìntang peìrubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 teìntang Peìrlindungan Anak. 

Peìraturan Peìmeìrintah Nomor 54 Tahun 2007 teìntang Peìlaksanaan Peìngangkatan 

Anak. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) 

Putusan Peìngadilan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Mks. 

Putusan Peìngadilan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Mrj 

 

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah  

Beìta, 2021, Jurnal Hukum Keìluarga dan Anak, Univeìrsitas Indoneìsia, Vol. 5, No. 

2 

Enjeìllina, L., Peìrmana, D., & Mustafa, U. 2025, Sisteìm Peìrwalian dan Anak Angkat 

dalam Kajian Hukum Keìluarga Islam di Indoneìsia, Prudeìntia: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No.1.  

Fahrul Rozi, 2025 "Sosiologi Hukum dan eìrubahan Sosial: Studi Kasus UU No. 35 

Tahun 2014 Teìntang Peìrlindungan Anak Seìbagai Reìspon Teìrhadap 

Keìsadaran Sosial yang Meìngikat Akan Hak Anak," Jurnal Hukum & 

Peìmbangunan: Vol. 55: No. 2 

Fitriani, N., & Seìtyawati, T, 2021, Peìrlindungan hukum teìrhadap anak yang tidak 

dikeìtahui asal usulnya. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2. 

Halim, A. 2021, Analisis Hukum Adopsi di Indoneìsia. Jurnal Hukum dan 

Masyarakat, Vol. 12 No.1. 



 

96 

Hidayat, R. (2020). “Probleìmatika Hukum dalam Peìngangkatan Anak di 

Indoneìsia.” Jurnal Ilmu Hukum dan Keìadilan. Vol. 5 No.2 

Junaidi, 2021, Peìrlindungan Hukum Teìrhadap Hak Anak di Indoneìsia. Journal Of 

Law, Socieìty, and Civilization, Vol.37, No.1 

Marchanida Firly Nabila, 2025, Proseìdur dan Akibat Hukum Peìngangkatan Anak 

Yang TidakDikeìtahui Deìngan Jeìlas Orang Tuanya, Jurnal Multidisiplin 

Ilmu Akadeìmik, Vol.2, No.2. 

Marwiyanti, 2015, Keìgunaan Peìneìlitian, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 5, No. 1. 

Nugroho, H. (2023). Teìori hak asasi manusia dan peìngangkatan anak teìrlantar: 

Studi komparatif di Indoneìsia. Jurnal Reìchtsvinding, vol. 12 no. 1 

Nurhaini, S. 2019. Hukum Keìluarga dan Anak di Indoneìsia. Bandung: Reìfika 

Aditama. 

Nurhasanah, A. (2021). Ayat-ayat Al-Quran teìntang anak angkat dan 

peìneìrapannya di eìra modeìrn. Jurnal Al-Quran and Hadith Studieìs, vol. 15. 

No.2 

Pratiwi, S., 2023, Peìrlindungan Anak dalam Proseìs Adopsi. Jurnal Peìrlindungan 

Anak, Vol. 5 No.2. 

Paramitha, D. 2022. Peìrlindungan Hukum Anak Angkat dalam Sisteìm Peìradilan 

Indoneìsia. Jurnal HAM, Vol.13 No.1 

Puput W.& Ilham M. 2025. Exposing Seìlf-Esteìeìm in Adoptiveì Childreìn: 

Implications of Liteìratureì Reìvieìw's Findings. Jurnal Ilmiah Psikologi. 

Vol.13 No.1 

Puspitasari, L. 2020. “Urgeìnsi Sosialisasi Hukum Peìngangkatan Anak di 

Indoneìsia”. Jurnal Hukum dan Peìmbangunan. Vol, 50 No.1 

 

Rofah, R. 2019. Praktik Adopsi Anak dan Peìran Peìkeìrja Sosial dalam Proseìs 

adopsi Anak di Daeìrah Istimeìwa Yogyakarta. Jurnal Peìneìlitian 

Keìseìjahteìraan Sosial. Vol.18 No.2 

 

Roykha A. & Marisa K. 2023. Peìran Dinas Sosial Teìrhadap Keìabsahan 

Peìngangkatan Anak Di Srageìn. Jurnal Inteìrpreìstasi Hukum. Vol. 4 No.1  

 

Santoso, B. (2020). Tabanni seìbagai beìntuk peìrlindungan anak: Studi kasus di 

Indoneìsia. Jurnal Hukum Islam, Vol. 22 No.3 

Sari, R., 2022, Stigma Sosial teìrhadap Anak yang Diadopsi. Jurnal Sosial dan 

Budaya, Vol. 10, No.3. 



 

97 

Sirait, S.C., 2017, Tanggung Jawab Peìmeìrintah Untuk Meìmbeìrikan Peìndidikan 

Keìpada Anak Teìrlantar Dalam Peìrspeìktif Undang-Undang Peìrlindungan 

Anak. Deì Leìga Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1. 

Suta R, Reìnita Agustiani. 2024. Proseìdur Adopsi Anak Dalam Hukum. Jurnal 

Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora. Vol.2 No.1 

Widjaja, A. (2022). “Keìndala Yuridis dalam Peìlaksanaan Adopsi Anak di 

Indoneìsia.” Jurnal Leìx Privatum, Vol.10 No.3.  

 

Skripsi  

Dheìvita Seìkar Putri A. 2024. “Pareìntal Attachmeìnt pada Anak adopsi Yang 

Meìngalami Preì-Adoption Adveìrsity”. Skripsi Fakultas Psikologi 

Univeìrsitas Gadjah Mada, Jogja. 

Winda Hardyanti. 2024. “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri dalam Keìluarga 

deìngan Adopsi Anak”. Diseìrtasi Fakultas Ilmu Komunikasi Univeìrsitas 

Seìbeìlas Mareìt, Surakarta 

 

Weìbsiteì 

Badan Peìngeìmbangan dan Peìmbinaan Bahasa. (2024). Kamus Beìsar Bahasa 

Indoneìsia (KBBI) Daring. Keìmeìnteìrian Peìndidikan, Keìbudayaan, Riseìt, 

dan Teìknologi Reìpublik Indoneìsia. https://kbbi.keìmdikbud.go.id/ 

KPAI, “Jangan Adopsi Anak kareìna Alasan Ekonomi” 

https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jangan-adopsi-anak-kareìna-alasan-

eìkonomi?.com 

Admin dinsos, https://dinsos.buleìleìngkab.go.id/informasi/deìtail/beìrita/21_inovasi-

dinsos-bicara-proseìs-adopsi-peìngangkatan-anak.com 

Wikipeìdia, Geìneìalogical Beìwildeìrmeìnt, 

https://eìn.wikipeìdia.org/wiki/Geìneìalogical_beìwildeìrmeìnt.com 

Dr. Natharina Yolanda, “Cara Adopsi Anak” 

https://www.idai.or.id/artikeìl/klinik/peìngasuhan-anak/cara-adopsi-anak?/ 

  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jangan-adopsi-anak-karena-alasan-ekonomi?.com
https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-jangan-adopsi-anak-karena-alasan-ekonomi?.com
https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com
https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/21_inovasi-dinsos-bicara-proses-adopsi-pengangkatan-anak.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Genealogical_bewilderment.com
https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/cara-adopsi-anak?/

